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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak
Pidana Pencabulan Anak di Kota Kudus dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus
Nomor: 144/Pid.Sus/2019/PN Kds, dalam penelitian membahas rumusan tentang
Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Di Kota
Kudus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN
Kds dan Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak
Pidana Pencabulan di Kota Kudus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus

Nomor : 144/Pid.Sus/2019/PN Kds.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian secara
kualitatif. Data yang digunakan berasal dari putusan pengadilan negeri Pengadilan
Negeri Kudus sebagai data primer dan data sekunder yang berupa peraturan
perundang-undangan, pendapat ahli hukum, serta beberapa karya tulis yang
berkaitan dengan tindak pidana pencabulan. Kemudian dianalisis dengan teknik
deskriptif analisis yang menggunakan pola fikir deduktif untuk memperoleh

analisis khusus dalam hukum pidana Islam.

Penelitian ini menjelaskan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri
Kudus dalam memutus sanksi bagi pelaku pencabulan yang dilakukan seorang
laki-laki dewasa dengan anak yang tidak dikenalnya dalam sebuah kendaraan
umum, dengan kekerasan, hakim menjatuhkan hukuman berupa penjara selama 2
(dua) tahun. Menurut hukum positif, hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa
di bawah batas minimal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Berdasarkan analisis hukum pidana Islam terhadap hukuman pelaku
tindak pidana pencabulan telah sesuai dengan ketentuan hukuman ¢4 zir, dimana
hukuman ¢4 ’zir diserahkan kepada ijtihad keputusan ulil amri yang dikuasakan

kepada hakim dalam perkara tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis menyarankan kepada hakim
agar dalam mengambil keputusan lebih memperhatikan asas legalitas kepastian
hukum, kemanfaatan, dan juga keadilan, Dengan tujuan untuk memberikan efek
jera bagi pelaku, dan sebagai pembelajaran bagi masyarakat. agar tidak terulang

kembali kejahatan tersebut.
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BABI1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah anugerah dan misi yang harus selalu dilindungi. Karena
dalam diri anak terdapat harkat, martabat, dan juga hak asasi manusia yang
harus selalu dijaga. Dalam hak asasi manusia, terdapat bagian yang
menjelaskan perihal hak anak. Anak adalah benih kehidupan dan masa
depan bangsa dan negara. Anak adalah generasi penerus cita-cita bangsa,
dan wajah suatu bangsa tercermin pada anak. Setiap anak berhak atas
kelangsungan hidup, tumbuh, kembang, partisipasi dan juga perlindungan
hukum.' Anak sangat membutuhkan perlindungan dan kasih sayang orang
dewasa di sekitarnya, karena anak memiliki kodrat dan tidak dapat hidup
tanpa kemandiriannya, mereka memiliki hak untuk dipuasakan dimasa
kecilnya.

Dalam rangka mewujudkan hak-hak anak, anak dilindungi oleh
undang-undang khusus yang mengatur tentang anak, yakni Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2016, yang merupakan pengganti dari ketentuan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua, Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-undang
tersebut menjelaskan bahwasanya perlindungan anak harus diterapkan
sedini mungkin sejak anak dalam kandungan hingga berusia 18 tahun.
Dalam konsep perlindungan anak terdapat beberapa asas diantaranya , asas
non diskriminasi, asas kepentingan terbaik untuk anak, hak untuk hidup,
kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas menghormati pendapat
anak.”

Perkembangan zaman menuju modernisasi saat ini, setiap orang telah
mengalami banyak perubahan, dan kemajuan teknologi juga berubah setiap
saat, memaksa situasi untuk mengikuti kegiatan modernisasi. Selain dampak

positif dari perubahan tersebut, terdapat pula dampak negatifnya, salah satu

! Candra Mardi, Aspek Perlindungan Anak Indonesia, (Jakarta Timur: Kencana, 2018),1
? Renggong Ruslan, Hukum Pidana Khusus, (Jakarta: Kencana, 2017), 265



dampak positifnya ialah semakin majunya teknologi maka semakin
membantu kita dalam menyelesaikan pekerjaan, yang berguna dalam segala
hal, dan memiliki dampak efektif dan juga efisien. Selain dampak positif
yang ditimbulkan oleh teknologi, adapun dampak negative yang terjadi
seperti halnya meningkatnya angka kriminalitas di negara kita, sebelum
adanya teknologi, tingkat kejahatan tidak meningkat.

Kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan yang
menyangkut jiwa dan harta benda, tetapi juga kejahatan yang
membahahayakan martabat. Maraknya kejahatan yang laykmengarah
kepada kejahatan pencabulan. Cabul ialah kejahatan terhadap kesusilaan,
yang telah dimasukkan kedalam BAB 14 KUHP tentang kejahatan terhadap
kesusilaan. Pencabulan ialah suatu jenis perilaku tercela dan kotor, tidak
senonoh karena melanggar kesusilaan. Perilaku tersebut berhubungan
dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dilakukan untuk diri
sendiri maupun orang lain yang dapat merangsang keinginan atau nafsu
sosial.? Tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat digolongkan sebagai
tindak pidana asusilayang membahayakan masa depan generasi emas
bangsa.

Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu menangani kasus
pencabulan anak ini dengan serius. Perilaku cabul; adalah kejahatan keji dan
tidak sepatutnya dilakukuan. Oleh karena itu, jika terbukti dan telah
diajukan kepada hakim, makahakim harus tegas dan jelas. Karena perbuatan
tersebut menyangkut martabat manusia khususnya anak.® Dari sudut
pandang masyarakat, secara umum kejahatan seksual banyak jenisnya
diantaranya, perzinahan, homo seksual, prostitusi, pelecehan seksual,
pemerkosaan, dan lain-lain. Namun adapula beberapa kejahatan seksual
yang tidak didasarkan pada kekerasan melainkan dengan cara sukarela
untuk mendapatkan upah atau imbalan berupa uang ataupun barang melalui
transaksi. Seperti contoh prostitusi. Namun kejahatan tersebut tetap akan

memiliki resiko timbulnya kejahatan yang lainnya.

* Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2005), 80

* Semboda Arip, Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Pencabulan Terhadap Anak Menurut UU
No.23 Tahun 2002 dan Hukum Islam, QIYAS, Vol. 1 No. 1,2016, 70



Kejahatan seksual anak dapat berdampak traumatik yang dialami anak dari
korban kekerasan seksual. Yang begitu mendalam dan sulit untuk
disembuhkan. Trauma psiologi pada anak yang menjadi korban kejahatan
seksual sangat sulit untuk dihilangkan dari ingatan anak, terutama jika
pelaku masih berada dan tinggal tidak jauh dari lingkungan anak. Dengan
adanya kasus tersebut orang tua menjadi sangat khawatir dan cemas
terhadap keselamatan mereka, apalagi jika jauh dari anak seperti saat
bermain di luar bersama kawan-kawannya atau saat ditinggal dirumah tanpa
ibu atau keluarga. Bahkan anggapan sekolah adalah tempat aman bagi anak
tak sepenuhnya benar, karema banyak kasus kejahatan seksual anak,
pelakunya adalah seorang guru, atau pegawai sekolah, bahkan teman

sendiri.

Kasus kejahatan pencabulan ini seharusnya menjadi masalah
terpenting dari permasalahan di Indonesia juga. Berdasarkan pada dasar
negara kita yakni pancasila. Perbuatan tersebut sangatlah bertentangan
dengan masyarakat Indonesia yang religius. Dampak dari kejahatan tersebut
yang paling penting yakni korban. Korban dari pencabulan tersebut semakin
meningkat dan juga memprihatinkan.’ Dalam tindak pidana pencabulan
biasanya tidak hanya dilakukan dengan satu perbuatan saja melainkan
dengan adanya pembarengan atau tindak pidana yang menyertainya. Seperti

yang telah disampaikan dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“ Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang
sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa
kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka

dijatuhkan hanya satu pidana. “

Tindak pidana pencabulan pun dapat diancam dengan pasal yang lain yakni

pasal 290 KUHP yang berbunyi :

“ Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa

seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,

> Nur Afdhaliyah dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan, Kanun
Jurnal Hukum Vol.21, No. 1, 2019, 110



diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan

kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”

Tindak pidana pencabulan pun di atur khusus dalam pasal 82 ayat (1)
UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintahan
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

yang rumusannya:®

“ Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak
Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Adapun unsur yang terkandung dalam pasal 76E ialah :

*“ Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan,
memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian
kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan

dilakukan perbuatan cabul.”

Adapun penulis akan membahas lebih lanjut tentang pidana pencabulan
yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang
penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang Nomor 1
Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam tindak pidana pencabulan dengan
kekerasan dapat diancam dengan pasal 82 ayat (1). Dikarenakan dalam
Undang-undang tersebut menggunakan asas lex specialis yang mana korban
merupakan anak di bawah umur yang telah diatur dalam Undang-undang

tersebut.

Berdasarkan kasus kejahatan seksual tersebut, maka perlu adanya
tindakan pencegahan serta perlindungan terhadap anak dari ancaman
kejahatan seksual yang ada di lingkunagan sekitar. Salah satunya dengan

cara memberikan pendidikan sedini mungkin mengenai pendidikan seksual.

® UU Nomor 17 Tahun 2016



Masyarakat Indonesia terkadang masih menganggap tabu tentang
pendidikan seksual sejak dini, namun idelanya pendidikan tersebut harus
dimulai dari keluarga, dikarenakan orang tua merupakan orang pertama

yang bertanggung jawab atas perkembangan dan pertumbuhan anak.

Dalam hukum Islam, tidak ditemukan secara pasti mengenai tindak
pidana pencabulan itu sendiri, namun terdapat beberapa dalil yang mengarah
kepada tindak pidana pencabulan. Oleh karenanya, ancaman hukumannya
ditentukan oleh Hakim (penguasa) sebagai pelajaran bagi pelakunya. Dilihat
dari perbuatan yang dilakukan maka perbuatan tersebut termasuk ke dalam
unsur-unsur yang terdapat dalam jarimah zina. Sebagaimana yang telah

disampaikan dalam firman Allah QS. Al-Isra’ Ayat 32:’

“ Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah

perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.”

Dalam ayat tersebut menjabarkan bahwasanya perbuatan zina
merupakan perbuatan yang sangat keji yang melampui batas. Hukuman
jarimah zina dan hukuman dalam tindak pidana pencabulan sangat berbeda
walaupun pencabulan dan jarimah zina sama berasal dari nafsu birahi.
Dalam Islam pun telah diatur hukuman untuk perbuatan yang merusak
sistem kemasyarakatan tersebut. Perbuatan tersebut tergolong kepada
jarimah atau salah satu perbuatan yang melanggar syara’. Dalam jarimah
dibedakan menjadi tiga jenis, yakni : jarimah hudud (had), jarimah qgishash,
dan juga jarimah ta’zir. Dalam hal ini perbuatan pencabulan dapat diancam
dengan hukuman had atau ta'zir. Namun masih terdapat beberapa unsur
yang berbeda. Karena keduanya berbeda maka penentuan untuk jenis dan
ukuran dalam sanksi ta’zir dalam jarimah pencabulan ini merupakan

wewenang hakim setempat.® Dari hal tersebut penulis tertarik untuk

’ Departemen Agama, ,Mushaf Al- Qur’an dan Terjemahnya‘, (Depok: Gema Insani, 2002), 285
® M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Amzah, 2006), 93



membahas lebih lanjut mengenai sanksi yang sesuai bagi pelaku tindak

pidana pencabulan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan membahas lebih lanjut
mengenai permasalahan pencabulan ini. Dalam kasus pencabulan ini
merupakan tindak pidana pencabulan yang cukup sering terjadi terhadap
kalangan anak-anak yang masih di bawah umur. Adanya kasus tersebut bisa
menjadi sebuah pembelajaran bagi kita khususnya kalangan akademisi untuk
mengkaji lebih dalam. Adapun alasan yang mendasari penulis meneliti
permasalahan tentang pencabulan ini ialah hakim memutuskan terdakwa
dengan hukuman di bawah batas minimal dari ketentuan yang berlaku yaitu 2
(dua) tahun. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 82 Ayat (1) Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintahan
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam
pasal tersebut dijelaskan bahwasanya hukuman bagi pelaku tindak pidana
pencabulan minimal 5 (lima) tahun maksimal dan 15 (lima belas) tahun.
Adapun hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa dalam tindak
pidana pencabulan ini tidaklah sesuai dengan ketentuan yang telah
diberlakukan. Kemudian penulis menggali lebih dalam mengenai pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Atas dasar uraian di
atas, penulis mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang
berjudul “ Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana
Pencabulan Anak di Kota Kudus ( Studi Putusan Pengadilan Negeri Kudus
Nomor : 144/Pid.Sus/2019/PN Kds) ™.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan penulis di atas, penulis
memberikan pemahaman tentang identifikasi masalah dalam penelitian ini,

meliputi :

1. Putusan hakim mengenai sanksi pelaku Tindak Pidana Pencabulan

terhadap anak dibawah umur di kota Kudus.



2. Perbedaan Tindak Pidana Pencabulan menurut hukum Islam dan

Hukum Positif.

3. Penjatuhan hukuman pidana denda di bawah minimal khusus

sebagaiaman dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencabulan.

4. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi terdakwa
terhadap tindak pidana pencabulan dalam putusan Pengadilan Negeri

Kudus Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Kds.

5. Perspektif hukum Islam terhadap sanksi tindak pidana pencabulan
dalam putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor

144/Pid.Sus/2019/PN Kds.
B. Batasan Masalah

Dari permasalah yang telah diuraikan maka penulis memberikan

batasan permasalahan agar lebih terarah dan jelas. Yang meliputi :

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi terdakwa
terhadap tindak pidana pencabulan dalam putusan Pengadilan Negeri

Kudus Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Kds.

2. Perspektif hukum Islam terhadap sanksi tindak pidana pencabulan
dalam putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN
Kds.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka

penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Di
Kota Kudus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor

144/Pid.Sus/2019/PN Kds?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak
Pidana Pencabulan di Kota Kudus Dalam Putusan Pengadilan Negeri

Kudus Nomor : 144/Pid.Sus/2019/PN Kds ?



E. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian ilmiah pasti memiliki tujuan yang akan dicapai. Oleh

karena itu penulis merumuskan tujuan skripsi sebagai berikut:

Untuk mengetahui Isi Putusan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Di
Kota Kudus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor

144/Pid.Sus/2019/PN Kds.

Untuk mengetahui perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap sanksi
Tindak Pidana Pencabulan di Kota Kudus Dalam Putusan Pengadilan

Negeri Kudus Nomor : 144/P1d.Sus/2019/PN Kds.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan pengkajian terhadap penelitian terdahulu berkaitan

dengan tindak pidana pencabulan, ditemukan penelitian sebelumnya yang

juga menggunakan permasalah pencabulan, namun demikian ditemukan

substansi yang berbeda dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis

dalam penelitian ini. Adapun karya ilmiah yang relevan dengan penelitian

ini ialah sebagai berikut :

1.

Skripsi karya Dewi Wahyuni pada tahun 2018 yang berjudul “
Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan
Dengan Kekerasan Dan Tipu Muslihat ( Studi Putusan Pengadilan
Negeri Gresik Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Gsk ) ” yang membahas
tentang pencabulan dengan kekerasan dan juga tipu muslihat.
Persamaan dengan skripsi penyusun ialah sama-sama membahas
tentang permasalahan tindak pidana pencabulan. Perbedaannya
terdapat dalam unsur yang terkandung dalam permasalahan tersebut
dan penjatuhan hukuman yang tidak sesuai ketentuan. Penyusun
menyampaikan bahwasanya ketentuan yang seharusnya berlaku ialah
pasal 82 ayat (2) tetapi dalam putusan yang di kaji menggunakan

pasal sebelumnya 81 ayat (3) Undang-undang Perlindungan Anak



Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 23 tahun tentang Perlindungan Anak.’

2. Skripsi karya Ikfina Aesya Rahmah pada tahun 2019 yang berjudul “
Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku
Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan
Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Psr ” yang membahas tentang hukuman
bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang telah
di putus oleh majelis hakim berdasarkan dakwaan alternatif pada pasal
eighty two ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
perubahan atas Undang-undang Tentang Perlindungan Anak.
Persamaan dengan skripsi penyusun yakni sama-sama membahas
permasalah tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.
Perbedaannya terdapat pada penjatuhan pidana yang tidak sesuai
dengan ketentuan yang telah diberlakukan yakni dalam putusan
tersebut seorang hakim menjatuhkan hukuman di bawah batas
minimal yang telah ditentukan dalam pasal yang mengatur tentang
tindak pidana pencabulan hanya terdapat perbedaan mengenai jumlah

hukuman yang dijatuhkan dengan peneliti. '’

3. Skripsi karya Ahmad Wahyu Dzilhajj pada tahun 2018 yang berjudul
“ Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana
Bagi Pelaku Pencabulan Oleh Tenaga Pendidik ( Studi Putusan
Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 17/Pid.Sus/2016/PN Bjm )”
yang membahas tentang pencabulan yang dilakukan oleh tenaga
pendidik dimana dengan ketentuan yang telah termaktub dalam Pasal
82 ayat (2) Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak. Persamaannya dengan skripsi penyusun ialah sama-—sama

membahas mengenai permasalahan tindak pidana pencabulan terhadap

° Dewi Wahyuni, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Dengan
Kekerasan Dan Tipu Muslihat Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor
23/Pid.Sus/2017/PN Gsk (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018),72

"% Ikfina Aesya Rahmah, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak
Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Psr
(Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019),70
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anak dibawah umur. Perbedaanya terletak pada unsur dan juga
ketentuan yang digunakan dimana dalam karya ilmiah ini membahas
mengenai hukuman bagi tenaga pendidik yang melakukan tindak
pidana pencabulan, sedangkan dengan yang dikembangkan oleh
peneliti mengenai hukuman bagi orang yang tidak menjabat sebagi

seorang tenaga pendidik yang melakukan tindak pidana tersebut."’
G. Kegunaan Hasil Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, dalam

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :
I.  Aspek Keilmuan (Teoritis)

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangsih pengetahuan serta pemikiran mengenai tindak pidana
pencabulan dengan kekerasan yang dapat digunakan sebagai
pengembangan keilmuan khususnya yang membahas tentang tindak

pidana yang sama.
2. Aspek Terapan ( Praktis)

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi
penulis untuk memperoleh wawasan, dan para pembaca terkait dengan
penerapan hukum baik menurut hukum positif maupun hukum Islam
dalam pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana pencabulan dengan

disertai kekerasan.
H. Definisi Operasional

Untuk mempermudah serta menghindari kesalahpahaman dalam
memahami judul skripsi ini yang berjudul “ Tinjauan Hukum Pidana Islam
Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan ( Studi
Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor : 144/Pid.Sus/2019/PN Kds) ”,

"' Ahmad Wahyu Dilhajj, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana
Bagi Pelaku Pencabulan Oleh Tenaga Pendidik Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin
Nomor : 17/Pid.Sus/2016/PN Bjm ( Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018),75
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penulis memberikan penjelasan beberapa istilah-istilah atau kata-kata di

dalam judul tersebut :

1. Tindak Pidana ialah perbuatan pidana yang didefinisikan sebagai
perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan
ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu terhadap siapapun yang

melanggar.'”

2. Pencabulan, berasal dari kata cabul yang berarti segala macam bentuk
perbuatan baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan
pada orang lain yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian

tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. "’

3. Sanksi, akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain,
baik itu manusia atau lembaga sosial atas sesuatu perbuatan

manusia.'*

4. Hukum Pidana Islam, segala perbuatan yang dilarang oleh syara’ serta
diancam oleh Allah dengan ancaman atau sanksi hukuman berupa

jarimah, diantaranya jarimah hudud, qisash, dan ta’zir. y
I. Metodologi Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini
menggunakan metode kualitatif yakni penelitian berdasarkan penelitian
kepustakaan (Library research).'® Adapun tahap-tahap yang diperlukan dalam

metode tersebut ialah sebagai berikut:
1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpukan dalam penelitian ini merupakan direktori

putusan Pengadilan Negeri Kudus nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Kds

*2 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008 ), 61

Y Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan,135

% Sri Nur Hari Susanto, Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi, Administrative Law &
Governance Jurnal, Vol. 2 Issues 1, Maret 2019,130

> Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam ( Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 2

'® Mestika Zad, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3
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Tentang Tindak Pidana Pencabulan yang terjadi di Kota Kudus

Provinsi Jawa Tengah.
2. Pendekatan Masalah

Adapun beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam
penelitian hukum untuk membahas permasalahan hukum yang terjadi.

Pendekatan tersebut diantaranya sebagai berikut :'’
a. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilakukan untuk memahami lebih dalam dengan
cara meneliti kasus-kasus yang berkaitan dengan berbagai hal yang
sedang terjadi. Dalam penelitian kali ini kasus atau permasalahan
yang dibahas ialah tindak pidana pencabulan berdasarkan putusan

pengadilan Negeri Kudus Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Kds.
b. Pendekatan Undang-undang

Dalam pendekatan kali ini dilakukan dengan cara meneliti atau
menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
kasu-kasus hukum yang sedang dibahas, yakni Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintahan
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan
kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.

3.  Sumber Data

Adapun sumber facts yang digunakan dalam penelitian kali ini

adalah sebagai berikut :
a. Sumber Primer

Sumber data yang diperoleh berdasarkan pengukuran secara

langsung oleh peneliti berdasarkan sumbernya.'® Dalam hal ini

7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum ( Jakarta : Kencana Prenada Grub, 2009), 133
'8 Zainal Mustafa, Mengurai Variabel Hingga Instrumen, ( Yogyakarta : Grafika Ilmu, 2009), 92
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penulis menggunakan sumber dari putusan Pengadilan Negeri
Kudus Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Kds yang berkaitan dengan

sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan.
b. Sumber Sekunder

Sumber yang diperoleh dalam penelitian kali ini ialah
menggunakan bahan pustaka yang memberikan penjelasan atas
sumber primer.'® Dalam hal ini meliputi buku-buku, jurnal, skripsi,
undang-undang. Adapun dalam penelitian ini sumber sekunder

yang digunakan penulis dalam pembahasan kali ini sebagai berikut:

1) Candra Mardi, Aspek Perlindungan Anak Indonesia, (Jakarta
Timur: Kencana, 2018)

2) Renggong Ruslan, Hukum Pidana Khusus, (Jakarta: Kencana,
2017)

3) Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, (Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 2005)

4) M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Amzah, 2006)

5) Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, ( Jakarta: PT Rineka
Cipta , 2008)

6) Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam ( Jakarta : Sinar Grafika,
2012)

7) Zainal Mustafa, Mengurai Variabel Hingga Instrumen,

(Yogyakarta : Grafika IImu, 2009)

8) Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum ( Jakarta : Raja
Grafindo Persada, 2014)

9) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016

4. Teknik Pengumpulan Data

19 7ainal Ali, Penelitian Hukum, 23
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Dalam penelitian kali ini berdasarkan kajian kepustakaan dengan
menggunakan dokumen putusan dalam direktori putusan dalam direktori

putusan Mahkamah Agung, menurut penulis ialah sebagai berikut :
a. Teknik Dokumentasi

Dalam penelitian kali ini teknik yang digunakan ialah dengan
cara mengumpulkan bahan-bahan yang berbentuk berkas.
Dikarenakan sebagian besar fakta dan records terdapat dalam bahan
yang berbentuk dokumen.?® Dalam hal ini penulis mengambil bahan
berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kudus dalam putusan

Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Kds.
b. Teknik Kepustakaan

Dalam teknik ini penulis mengkaji putusan Pengadilan Negeri
Kudus Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Kds dengan menggunakan
literatur berupa buku, jurnal, skripsi, atau sumber literasi lainnya
yang berkaitan dengan permasalahn tentang tindak pidana

pencabulan.
5. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua statistics yang diperlukan terkumpul, maka

peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :*!

a. Editing, yaitu kegiatan yang berfungsi unruk memeriksa kembali
atau meneliti kesempurnaan pada isi information yang telah
terkumpul. Dalam hal ini penulis memeriksa kembali kelengkapan

putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/ PN Kds.

b. Organizing, yaitu menyusun secara sistematis information yang

berkaitan dengan putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/ PN Kds.

c. Analyzing, yaitu menganalisis perbandingan di antara hukum

pidana Islam terhadap hukuman yang diberlakukan bagi pelaku

20 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian (Jakarta: Kencana, 2017), 141
*! Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), 125
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tindak pidana pencabulan dalam putusan nomor 144/Pid.Sus/2019/
PN Kds.

6. Teknik Pengambilan Sampel
Teknik pengambilam sampel yang digunakan ialah dengan cara
purposive sampling. Teknik purposive sampling merupakan cara
menentukan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak untuk
dijadikan sebuah sampel. Penulis memilih obyek ini untuk dijadikan
bahan penelitian dengan alasan :
a. Semakin maraknya kejahatan pencabulan di Indonesia.
b. Pentingnya mengetahui dasar pertimbangan dalam memberikan
keputusan
c. Pentingnya perspektif hukum Islam terhadap tindakpidana
pencabulan.

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kali ini menggunakan teknik deskriptif analisis yakni
dengan menggambarkan secara sistematis terhadap putusan hakim mengenai
sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang
terdapat  dalam  putusan  Pengadilan Negeri Kudus  Nomor
144/Pid.Sus/2019/PN Kds. Kemudian dengan menganalisis pula ancaman
hukuman yang dilterpakan dalam hukum pidana Islam. Dalam penelitian ini
penulis menggunakan pemikiran deduktif, yakni dengan menganalisis
berdasarkan berkas-berkas dan juga dokumen yang telah dikumpulkan
untuk kemudian dijadikan sebagai rujukan terhadap ketentuan hukum dan

Undang-Undang yang berlaku.
J. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana
Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Kota Kudus
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor : 144/Pid.Sus/2019/PN
Kds)” diperlukan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk
mempermudah pembahasan. Adapun sistematika pembahasannya sebagi

berikut :
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Bab pertama berisi pendahuluan, yang berisi gambaran umum
mengenai tindak pidana pencabulan yang terdiri dari latar belakang,dalam
putusan tersebut terdapat ketidak sesuaian hukuman bagi pelaku tindak
pidana pencabulan, dan juga menerangkan perspektif hukum Islam terhadap
kasus tindak pidana pencabulan, kemudian identifikasi dan batasan masalah,
rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil
penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan juga sistematika

pembahasan.

Bab kedua berisikan landasan teori yang membahas mengenai
landasan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencabulan. Dalam
bab ini berisikan pemaparan tentang jarimah dalam hukum Islam,
pertimbangan, dasar hukum hakim dan tindak pidana pencabulan menurut

hukum Pidana Islam.

Bab ketiga berisikan pembahasan mengenai deskripsi kasus secara
keseluruhan diantaranya ialah identitas terdakwa, deskripsi kasus,

pembuktian, pertimbangan hakim, serta amar putusan yang terdapat dalam

putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Kds.

Bab keempat yang berisikan pembahasan mengenai analisis putusan
yang terdapat dalam bab ketiga. Analisis mengenai tinjauan hukum pidana
Islam  terhadap putusan  Pengadilan Negeri Kudus  Nomor

144/Pid.Sus/2019/PN Kds.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang berisikan penutup dari
penelitian ini, diantaranya terdapat kesimpulan dan saran. Dalam bab ini
bertujuan untuk memberikan jawaban mengenai rumusan masalah serta
memberikan kesimpulan pada bab-bab sebelumnya. Dan juga memberikan

saran untuk kemajuan ilmu hukum terlebih hukum pidana Islam.



BABII

TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM
A. Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur

Menurut penjelasan Pasal 289 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana) yang berbunyi : “cabul adalah segala perbuatan yang melanggar
kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu masuk dalam
lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba
anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, persetubuhan dsb”.*
Sedangkan dalam kutipan P.A.F. Lamintang cabul adalah tindakan yang
berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan
maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya

bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan™.**

Dalam tindak pidana pencabulan biasanya tidak hanya dilakukan
dengan satu perbuatan saja melainkan dengan adanya pembarengan atau
tindak pidana yang menyertainya. Seperti yang telah disampaikan dalam

Pasal 65 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“ Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang
sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa
kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka

dijatuhkan hanya satu pidana. “

Tindak pidana pencabulan pun dapat diancam dengan pasal yang lain

yakni pasal 290 KUHP yang berbunyi :

“ Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa
seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan
cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang
kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9

(sembilan) tahun.”

*’R.Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya, (Bogor:
POLITEIA,1991), 212.
ZP.AF Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya, 1997), 159

17
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Tindak pidana pencabulan pun di atur khusus dalam pasal 82 ayat (1)
UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintahan
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

24
yang rumusannya:

“ Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak
Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Selain penegak hukum fokus kepada pelaku, namun sama pentingnya
akan perlindungan terhadap korban. Perlindungan terhadap korban pun telah
diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Adapun perlindungan

tersebut dialntalranya:25

1. Rehabilitasi (Pemulihan pada medis Fisik maupun jiwa dan sosial

baik dalam maupun luar lembaga perlidungan Saksi dan Korban)

Pemulihan Rehabilitasi tersebut melalui jaminan keselamatan
secara fisik yaitu pada tubuh, secara intellectual yaitu pada kejiwaan

Anak, maupun sosial dampak pergaulan di masyarakat.
2. Pemberian Ganti Kerugian (Restitusi)

Pada pemberian Restitusi bagi Anak terdapat PP Nomor 43
mengenai “pelaksanaan ganti kerugian restitusi pada anak yang
menjadi korban tindak pidana dijelaskan bahwa restitusi merupakan
pembayaran ganti kerugian yang diberikan kepada pelaku atas
perbuatan yang menghasilkan kerugian secara materiil maupun

kerugian secara immateriil yang diderita oleh Anak Korban.

3. Pemberian Kompensasi

** UU Nomor 17 Tahun 2016
?* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014
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Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara
karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya
yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya.
Pemberian kompensasi berhak diberikan pada kasus “HAM yang
Berat, korban pelanggaran yang berat meliputi korban pada tindak
pidana teror atau terorisme, pada korban tindak pidana perdagangan
orang atau eksploitasi, serta pada korban tindak pidana kekerasan
seksual dalam hal ini pemerkosaan atau cabul pada Anak dan
Korban penganiayaan berat. Pemberian komepnasasi tersebut
tertuang pada Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang
Nomor 31 tahun tahun 2016 tentang Perlindungan saksi dan korban.
Dalam hal ini kejahtan seksual cabul pada anak merupakan tergolong
kasus HAM berat yang seharusnya mendapat kompensasi melaui

lembaga LPSK.

Hukum Perlindungan Anak adalah hukum yang menjadi dasar dan
pedoman melindungi, mengatur, dan menjamin anak dapat melakanakan hak
dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi positif. Dalam perbuatan
untuk mencari kenikmatan secara seksualitas dapat dikatakan sebagai bagian
dari pelanggaran kesusilaan dan kesopanan. Misalnya saja dengan cara
menggosok-gosokkan alat kelamin, mengelus-elus alat kelamin atau antar

kelamin, memegang buah dada atau bahkan mencium.”

Peran Negara melalui institusi Pengadilan dan perlindungan Anak
Korban seharusnya diharapkan dapat saling koordinasi antar lembaga
lainnya dalam pelaksanaan pemberian kompensasi maupun restitusi
terhadap Korban. Namun mekanisme persyaratan pada pemberian
kompensasi pada Perlindungan Saksi dan Korban melalui Pemberian
Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Saksi, dirasa hanya sebagai fomalitas
saja dalam pelayanan negara untuk hal perlindungan dan perolehan hak-

haknya sebagai Anak Korban pada tindakan pidana seksual pencabulan.

B. Jarimah Dalam Hukum Islam

*® Adami Chazawi. Tindak Pidana Mengenai Kesoponan. 80
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Hukum Islam adalah salah satu norma agama, dari sekian norma-
norma agama yang ada di dunia. Yang harus diakui, keberagaman para
ulama cukup dalam memberikan pengertian tentang hukum Islam. Hal itu
bisa dimaklumi, sebab kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di
dalam Al-Quran dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam Al-
Quran adalah kata syariat, figh, hukum Allah dan yang seakar dengannya.”’
Di antara alasan hukum Islam bisa menzaman dan membumi, karena ia
mendasarkan berbagai ketentuannya atas dasar magqashid al- hifzhu al-din,
al-nafs,al-aqli,al-nasi, an al-amal, yang kesemuanya itu sangat erat
kaitannya dengan kehidupan manusia. Baik di zaman kuno maupun zaman
modern. Selain itu, prinsip kebenaran, keadilan, persamaan, tanggung jawab
dan lain-lain yang sangat dibutuhkan dan dijunjung dalam sistem negara

modern-day sangat diperhatikan dan diutamakan dalam hukum Islam.

Hukum Islam sebagai salah satu hukum yang berkembang dalam
kehidupan masyarakat yang memberikan pengertian mengenai seseorang
yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.
Dalam hal ini seseorang yang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab
ialah melakukan perbuatan yang dilarang dan menimbulkan perbuatan yang
diwajibkan, perbuatan itu dilakukan atas kemauan sendiri, dan pelaku
mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan.?®
Dalam hukum Islam menyakup berbagai hal salah satunya ialah hukum

pidana atau jinayah.

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fikih dengan istilah jinayah

atau jarimah.
1. Pengertian Jarimah

Secara etimologis jarimah berasal dari kata jarama-yajrimu-
jarimatan, yang berarti berbuat dan memotong. Kemudian
dikhususkan dalam perbuatan dosa atau perbuatan yang dibenci. Kata

jarimah juga berasal dari kata ajrama-yajrimu yang berarti

*” Rachmat Syafei, Hukum Islam Sebagai Dasar Hukum Universal Dalam Sistem pemerintahan
Modern, MIMBAR, No. 4, 2000, 291
*® Ahmad Hanafi, Azas-Azas Hukum Pidana Islam ( Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967), 153.
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“melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keadilan, kebenaran,
dan menyimpang dari jalan yang lurus”.* Secara terminologis
jarimah yaitu larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah

dengan hukuman hudud dan ta zir.

2. Unsur-unsur Jarimah

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana
apabila memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Unsur —
unsur tersebut terdiri dari dua macam yaitu unsur umum dan unsur
khusus. Unsur umum ialah unsur yang berlaku bagi semua tindak
pidana, sedangkan unsur khusus ialah unsur yang berlaku hanya untuk
masing-masing tindak pidana. Adapun unsur-unsur dari tindak pidana

yang bersifat umum ialah sebagai berikut :*'
a. Ar-rukn ash-shari’( Unsur Formal )

Unsur formal meliputi adanya nash yang melarang disertai
sanksi hukumannya. Setiap perbuatan tidak dianggap melawan
hukum dan pelakunya tidak dapat di pidana kecuali adanya nash
atau undang-undang yang telah mengaturnya. Di dalam hukum
positif, hal tersebut disebut asas legalitas, yakni suatu perbuatan
yang tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat
dikenai sanksi sebelum adanya perundang-undangan yang

mengaturnya.
b. Ar-rukn al-madi ( Unsur Materil )

Unsur materil meliputi adanya perbuatan pidana. Yakni
adanya tindak pidana yang terjadi diakibatkan dari adanya
perbuatan atau tingkah laku seseorang baik dengan sikap berbuat
maupun tidak berbuat yang bersifat melawan hukum. Dalam
hukum positif dikenal dengan sebutan unsur objektif. Seperti

contoh dalam tindak pidana pencurian, adanya tindakan pelaku

?® Mardani, Hukum Pidana Islam ( Jakarta : Prenada Media Grup, 2019), 1
0 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam ( Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 2
*! Sahid, Epistimologi Hukum Pidana Islam, ( Surabaya: Pustaka Idea, 2015 ), 11
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dalam memindahkan atau mengambil barang milik orang lain.

tindakan yang dilakukan itu disebut unsur materil.
c. Ar-rukn al-adabi ( Unsur Moral )

Unsur ethical artinya pelaku dari tindak pidana tersebut harus
cakap hukum. Atau yang disebut mukallaf, yakni orang yang dapat
dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.
Maknanya pelaku dari tindak pidana tersebut harus bisa memahami
hukum, mengerti beban dan sanggup menjalankan beban tersebut.
Seserang bisa dikatakan mukallaf apabila sudah baligh. Dalam hal
ini, jika pelaku dari tindak pidana tersebut masih berusia dibawah
umur ataupun gila maka ia tidak dapat dikenai hukuman,
dikarenakan 1a merupakan orang yang tidak bisa dibebani

pertanggung jawaban.

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi pada setiap tindak pidana. Unsur
tersebut merupakan unsur umum. Adapun unsur khusus, yakni unsur yang
berbeda untuk setiap tindak pidana seperti contoh unsur yang terdapat pada
tindak pidana pencurian yaitu mengambil secara diam-diam, unsur dalam

tindak pidana pembunuhan yaitu menghilangkan nyawa orang lain.
3. Macam-macam Jarimah

Macam-macam jarimah dalam Islam dilihat berdasarkan berat
ringannya hukuman. Adapun jarimah dalam Islam dibagi menjadi tiga yakni

Jarimah hudud (had), qishas, dan ta’zir. 32

a. Jarimah Hudud, ialah perbuatan yang melanggar hukum yang jenis dan
ancaman hukumannya telah ditentukan oleh hukum Allah. Hukum had
sendiri tidak terdapat batas terendah ataupun batas tertinggi, serta tidak
dapat dihapuskan oleh seseorang, ataupun diwakilkan. Yang tergolong

kedalam kategori jarimah tersebut ialah di antaranya zina, menuduh

*? Darsi, Halil husairi, 7a zir dalam Perspektif Figh Jinayat, AL-QISTHU Jurnal Kajian Imu-Ilmu
Hukum, Vol. 16, No.2, 2019, 61
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zina (qadzaf), mencuri, merampok, minum khamr serta murtad. Dasar

hukum dalam hukuman hudud terdapat pada QS. Al Mujadilah : 4°

,:j/rwb-‘x;.,?e, L»LZJJ‘U"J:J :vdjﬁ-“‘f "’?-,

2 e pilly A0 5342 il i d 130 B Tens

Artinya : Maka barangsiapa tidak dapat (memerdekakan hamba sahaya),
maka (dia wajib) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum
keduanya bercampur. Tetapi barangsiapa tidak mampu, maka
(wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah
agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-
hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan
mendapat azab yang sangat pedih. (QS. Al Mujadilah: 4)

b. Jarimah Qishash diyat yaitu suatu perbuatan yang diancam dengan
hukuman gishash dan diyat. Adapun dalam penerapan hukuman
qishash diyat ini terdapat beberapa kemungkinan diantaranya hukuman
qishash dapat berubah menjadi diyat, ketika hukuman diyat dimaafkan
maka hukuman tersebut menjadi terhapuskan. Di antara kejahatan yang
dapat dikategorikan kedalam jarimah gishash diyat ialah pembunuhan
dengan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan keliru,
penganiayaan sengaja dan juga penganiayaan salah. Dasar hukum dari

jarimah gishash terdapat dalam QS. Al- Bagarah : 178*
° ° o o 0el (4 T p 2 ° K
S5 el Al Ay 4 alil o potadd) 180 B 3 G0

u.‘g:,a.g}-él,s'a o, ) s ui;&sz"tl:f (%0 “*"‘u"“-‘g’-"u*f’é"-’m

v T

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu
(melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh.
Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan
hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa
memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya
dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik

3 Departemen Agama, ,Mushaf Al- Qur’an dan Terjemahnya“, (Depok: Gema Insani, 2002), 542
** Departemen Agama, ,Mushaf Al- Qur’an dan Terjemahnya‘, (Depok: Gema Insani, 2002), 27
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(pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari
Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan
mendapat azab yang sangat pedih.

c. Jarimah ta’zir, dalam hukuman ta’zir yang memiliki wewenang
sepenuhnya dari penguasa. Untuk merealisasikan kemaslahatan umat
maka dibutuhkanlah unsur akhlak yang menjadi pendukung dalam
pertimbangan seorang penguasa dalam menjatuhkan sebuah
hukuman. Dalam penetapan sanksi dalam jarimah ini prinsip utama
yang digunakan penguasa ialah kepentingan umum. Hukuman ta zir
pun dapat dijatuhkan terhadap perbuatan yang tergolong hudud
dengan alasan adanya keraguan dalam bukti, dll. Hukuman fa zir
dapat pula dikenakan terhadap perbuatan- perbuatan yang merugikan
kepentingan umum atau merusak ketertiban masyarakat misalnya

pelanggaran lalu lintas, pemberantasan korupsi, dan lain-lain.

Jarimah ta zir telah ditetapkan dalam QS. Al-Fath : 8-9.*°

Meols 558 S3pnds °5})5§ 33553 ¢ a3l 4 A 130330585 s Baaas 1dals auleg Ul

Artinya : Sesungguhnya Kami mengutus engkau (Muhammad) sebagai saksi,
pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar kamu semua
beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya,
membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya pagi dan petang. (QS.
Al-Fath : 8-9)

1) Macam-macam jarimah ta'zir

Dalam jarimah ta'zir terbagi menjadi beberapa bagian jika
ditinjau dari hak yang dilanggar, Jarimah ta'zir terbagi menjadi dua

bagian, yakni : *°
a) Jarimah ta'zir yang berhubungan dengan Hak Allah

Adapun maksud dari jarimah ta'zir yang berhubungan
dengan hak Allah ialah segala perbuatan yang berkaitan dengan
kepentingan dan kemaslahatan umum. Seperti contoh : melakukan

kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat,

** Departemen Agama, ,Mushaf Al- Qur’an dan Terjemahnya“, (Depok: Gema Insani, 2002), 512.
*® Islamul Hagq, Figh Jinayah ( Sulawesi Selatan : IAIN Pare Pare Nusantara Press, 2020 ),124
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mencium wanita yang bukan istrinya, melakukan penimbunan

bahan-bahan pokok, penyelundupan dan lain sebagainya.
b) Jarimah ta'zir yang berhubungan dengan Hak individu

Adapan maksud dari jarimah ta'zir yang berhubungan dengan
hak individu ialah segala perbuatan yang mengakibatkan kerugian
kepada orang tertentu bukan orang banyak. Seperti contoh :

penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain sebagainya.

Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang dasar hukum

(penetapannya), jarimah ta'zir terbagi menjadi tiga, yakni :

a) Jarimah hudud dan gishosh diyat yang mengandung unsur subhat atau
tidak memenuhi syarat, namun hal tersebut telah dianggap sebagai
perbuatan maksiat. Seperti contoh : pencurian harta syirkah,

pembunuhan ayah terhadap anak, dan lain sebagainya.

b) Jarimah ta'zir yang jenisnya telah disebutkan di dalam nash syara’
tetapi hukumannya belum ditetapkan. Seperti contoh : riba, suap,

mengurangi takaran timbangan dan lain sebagainya.

¢) Jarimah ta'zir baik yang dari segi jenis ataupun sanksinya belum
ditentukan oleh syara' Jenis ini segalanya diserahkan kepada ulil
amri. Seperti contoh : pelanggaran mengenai peraturan lingkungan

hidup, pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas, dan lain sebagainya.

Jika dilihat dari sudut pandang niat pelaku tindak pidana maka

jarimah ta'zir dibagi menjadi dua, diantaranya : *’
a) Jarimah sengaja (jarimah maqsudah/dolus)

Pelaku tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan yang
telah diharamkan dan dia juga tau bahwasanya perbuatan tersebut
telah diharamkan. Dalam redaksi yang lain, jarimah sengaja ialah

suatu jarimah yang dilakukan dengan kesengajaan oleh seseorang atas

37 Mardani, Hukum Pidana Islam,16
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kehendak dan dia pun mengetahui bahwa perbuatan yang dia lakukan

tersebut dilarang dan juga diancam dengan hukuman.
b) Jarimah tidak sengaja (jarimah ghairu magsudah/colfus)

Pelaku tindak pidana yang tidak sengaja mengerjakan perbuatan
yang dilarang, akan tetapi perbuatan yang dilakukan tersebut menjadi

sebab kekeliruan.
Dalam kekeliruan pun terbagi menjadi dua, yakni:

a) Pelaku dengan sengaja melakukan sebuah perbuatan jarimah,
namun akibat dari perbuatan tersebut tidak diniatkan seperti yang
dilakukan seorang pemburu yang hendak menembak binatang

buruan tetapi mengenai manusia.

b) Pelaku tidak sengaja melakukan sebuah perbuatan jarimah yang
juga tidak diniatkan sama sekali seperti conttoh orang yang sedang

dalam kondisi tidur kemudian terjatuh dan menimpa orang lain.
2) Macam-macam hukuman fa'zir
a) Hukuman fa'zir yang berhubungan dengan badan
(1)Hukuman Mati

Beberapa Fugaha memperbolehkan adanya hukuman mati
sebagai hukuman fa'zir ketika terdapat kemaslahatan umum yang
telah menghendaki hal tersebut atau kerusakan yang ditimbulkan
oleh pelaku tidak bisa ditolak kecuali dengan jalan pembunuhan.
Adapun Hanafiyah memperbolehkan seorang ulil amri untuk
menerapkan hukuman mati dalam jarimah yang jenisnya diancam
dengan hukuman mati apabila jarimah tersebut dilakukan berulang-
ulang. Seperti contoh pencurian yang dilakukan berulang-ulang,

Hukuman mati diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. >°

(2) Hukuman Cambuk

*® Islamul Hagq, Figh Jinayah, 126
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Hukuman cambuk merupakan hukuman yang diutamakan
bagi tindak pidana ta'zir yang berbahaya. Hukuman cambuk pun
merupakan hukuman pokok dalam hukum Islam yang telah
ditetapkan dalam tindak pidana hudud dan juga ta'zir. Adapun alat
yang digunakan ialah cambuk yang memiliki ukuran pertengahan
(tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil) seperti tongkat.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibn Taimiyah sebaik-baiknya
perkara adalah pertengahan. Jika yang dikenai hukuman ra'zir
adalah seorang laki-laki maka harus melepas bajunya agar tidak
menghalangi cambuk ke kulitnya. Sedangkan jika pelaku jarimah
seorang wanita maka tidak perlu membuka bajunya karena akan

terbuka aurotnya.

b) Hukuman ta'zir yang berhubungan dengan kemerdekaan

(1) Hukuman penjara atau kurungan

(2)

Adapun hukuman penjara dalam hukum Islam terdiri dari dua
jenis yakni hukuman penjara terbatas dan juga hukuman penjara tidak
terbatas. hukam penjara terbatas ialah hukuman penjara yang memiliki
rentang waktu yang tegas. Hukuman ini diterapkan terhadap tindak
pidana penghinaan, penjual khamr, pemakan riba. Dalam hukuman ini
memiliki batas terendah yaitu satu hari, untuk batas tertingginya

belum menemui kesepakatan diantara para fugaha.

Adapun hukuman penjara tidak terbatas, ialah hukuman yang
tidak dikenai batas waktu. Hukuman ini disebut dengan hukuman
seumur hidup. Adapun orang dapat dikenai hukuman ini ialah orang
yang terbiasa melakukan tindak pidana, orang yang berbahaya seperti
contoh pembunuhan, penganiayaan, orang yang tidak dapat dicegah

dengan hukuman biasa.
Hukuman Pengasingan

Hukuman ini dijatuhkan jika dalam perbuatan pelaku dapat

mempengaruhi orang lain atau membahayakan orang lain serta



28

merugikan orang lain untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh
tersebut. seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi dengan
mengasingkan seorang mukhannats (waria) ke luar Madinah. Seperti

halnya tindak pidana pemalsuan dalam Al-Quran.
¢) Hukuman yang berhubungan dengan harta

Ibn Taimiyah pun membagi hukuman ta'zir menjadi tiga bagian

diantaranya :

(1) Menghancurkannya (i'tilaf), sebagaiamna sahabat Umar bin Khattab
menumpahkan harta dagangan yakni susu yang dicampur dengan air
yang akan digunakan untuk menipu pembeli. Pengahancuran
terhadap barang yang dianggap sebagai barang yang mengandung

unsur kemungkaran.

(2) Mengubahnya (Ghayir), mengubah barang milik pelaku seperti
contoh mengubah patung milik orang muslim dengan cara

memenggal kepalanya.

(3) Memilikinya (at-tamlik), dalam sanksi hukuman ini berupa
pemilikan harta penjahat adalah keputusan Rosululoh untuk melipat
gandakan denda bagi seseorang yang mencuri buah-buahan. Selain

itu juga sanksi ini dapat berupa perampasan harta benda.
d) Hukuman yang lainnya

Adapun hukuman fa'zir yang lainnya terdiri dari beberapa bagian

diantaranya:
(1) Hukuman peringatan
(2) Dihadirkan di hadapan sidang
(3)Nasihat
(4)Celaan

(5)Pengucilan
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(6)Pemecatan
3) Syarat-syarat hukuman fa'zir

Hukuman yang terdapat dalam setiap kejahatan harus memenuhi

beberapa persyaratan. Adapun syarat-syarat tersebut ialah :
a) Hukuman harus memiliki dasar yang syar'i

Hukuman dapat dikatakan memiliki dasar syari apabila ia
didasarkan kepada sumber-sumber syara' seperti contoh Al-Quran,
sunnah, ijma’ ataupun undang-undang yang ditetapkan oleh ulil amri
seperti yang terdapat dalam hukuman ta'zir. Ketika sebuah hukuman
ditentukan oleh ulil amri maka di syaratkan tidak boleh bertentangan

dengan ketentuan dalam syara’, jika bertentangan maka dianggap batal.
b) Hukuman harus bersifat pribadi

Bersifat pribadi atau perorangan dalam artian dimana hukuman
tersebut dikenakan terhadap pelaku tindak pidana, dikarenakan
pertanggungjawaban tindak pidana hanya untuk pelakunya, orang lain

tidak dapat melibatkan orang lain.
¢) Hukuman harus berlaku umum atau universal

Hukuman harus bersifat umum maknanya hukuman harus berlaku
untuk semua orang tanpa terkecuali. Di depan hukum semua memiliki

status yang sama, tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya.
4) Tujuan hukuman ra'zir
a) Tujuan pencegahan ( ar-rad'vu wa az-zajru )

Tujuan pencegahan maknanya menahan pelaku jarimah untuk
tidak mengulangi perbuatan yang dilakukan serta mencegah

terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

b) Tujuan pengajaran ( al-islah wa at-ta'dib)
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Tujuan pengajaran maknanya memberikan pelajaran terhadap
pelaku jarimah supaya pelaku memiliki kesadaran batin untuk tidak

mengulangi perbuatannya tersebut.”
C. Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut Hukum Pidana Islam

Tindakan pencabulan termasuk kedalam kejahatan seksual. Dalam hal
ini yang dimaksud dengan kejahatan seksual terhadap anak ialah bentuk
penyiksaan terhadap anak yang dilakukan oleh remaja atau orang yang lebih
dewasa untuk memenuhi hasrat atau nafsu birahinya.*” Definisi pelecehan
seksual menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum jinayat adalah
perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di
depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban, baik laki-laki maupun
perempuan tanpa kerelaan korban. Sanksi Hukum bagi Pelaku Pelecehan

Seksual. *!

Dalam kejahatan seksual terdapat dua macam bentuk yang terbagi

berdasarkan identitas pelaku. Diantaranya ialah sebagai berikut:
1. Familiar Abuse

Familiar Abuse atinya kejahatan seksual yang dilakukan oleh
anggota keluaraga, yang masih memiliki keterkaitan atau hubungan
darah, menjadi keluarga inti. Contohnya : seseorang yang menjadi

pengganti orang tua seperti ayah tiri.
2. Extrafamiliar Abuse

Extrafamiliar Abuse artinya kejahatan seksual yang dilakukan oleh
orang diluar anggota keluarga korban. Contohnya : seseorang yang

memiliki jarak dekat dengan kita seperti tetangga.

** Sumardi Efendi, Penanggulangan Kejahatan Pedophilia Ditinjau Menurut Hukum Positif dan
Fikh Jinayah, BIDAYAH, 51

*° Siti Hikmah, Mengantisipasi Kejahatan Seksual Terhadap Anak melalui Pembelajaran, SAWWA
Vol. 12, Nomor 2,April 2017, 189

4 Mardani, Hukum Pidana Islam,137
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Adapun yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana

kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak dibawah umur ialah :**
1. Faktor keinginan

Adapun makna dari keinginan ialah kemauan yang kuat yang
mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah tindakan kejahatan.
Seperti contoh ketika seseorang melihat tayangan yang mengandung
unsur pornografi secara tidak langsung dapat menimbulkan hasrat atau

keinginan yang kuat untuk meniru adegan yang di lihat tersebut.
2. Faktor kesempatan

Adapun faktor kesempatan, artinya suatu keadaan yang
memungkinkan atau keadaan yang mendukung terjadinya sebuah
tindakan pidana. Faktor kesempatan biasanya terdapat dalam diri

korban, diantaranya :

a. Kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak-anaknya yang

disebabkan orang tua yang sibuk dengan pekerjaan.

b. Karena anak tidak memiliki pengetahuan tentang seks atau
pergaulan bebas serta akibat yang ditimbulkan. Sehingga anak
dengan mudah terbujuk oleh rayuan dan mudah terjerumus

kedalam rayuan tersebut.
3. Faktor lemahnya keimanan

Adapun faktor lemahnya iman ini merupakan alasan mendasar
yang menjadi penyebab seseorang dapat melakukan sebuah tindak

pidana.

Ketiga faktor tersebut dalam Islam dapat disimpulkan bahwasanya
faktor yang utama ialah keimanan seseorang. Ketika keimanan seseorang

dalam kondisi iman yang lemah maka terdapat kecenderungan untuk

*> Sumardi Efendi, Penanggulangan Kejahatan Pedophilia Ditinjau Menurut Hukum Positif dan
Fikh Jinayah, BIDAYAH, Vol.6 No. 1, Juni 2019, 51
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melakukan sebuah kejahatan. Begitupun sebaliknya, jika seseorang dalam

keadaan iman yang baik, maka ia akan menjauhi kejahatan tersebut.

Adapun Sanksi hukum bagi pelaku pelecehan seksual telah diatur
dalam pasal 46 s/d pasal 48 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum

Jinayat, sebagai berikut:*
Pasal 46

“ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan
seksual, diancam dengan '‘Uqubat Takzir cambuk paling banyak 45
(empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus
lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat

puluh lima) bulan.”

Pasal 47

(3

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan
Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak,
diancam dengan 'Uqubat Takzir cambuk paling banyak 90 (sembilan
puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas

murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.”

Anak memiliki hak yang sama untuk melangsungkan kehidupan,
mendapatkan harkat dan juga martabat. Karena anak merupakan cikal bakal

generasi masa depan bangsa.

Dalam hukum Islam tidak ditemukan istilah pencabulan. Dikarenakan
segala perbuatan yang berkaitan dengan nafsu birahi dapat di kategorikan ke
dalam jarimah zina, walaupun jarimah pencabulan tidak sama dengan zina.
Pengertian dan juga sanksi terhadap tindak pidana tersebut belum ditemukan
dan dijelaskan secara exsplisit, dikarenakan segala tindakan atau perbuatan
asusila yang dilakukan diluar ikatan perkawinan maka disebut sebagai
perbuatan zina. Dalam hukum Islam sendiri menjelaskan bahwasanya

perbuatan zina merupakan perbuatan yang melanggar hukum, yang

i Mardani, Hukum Pidana Islam,137
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mengharuskan dikenai sanksi seberat-seberatnya dikarenakan akibat yang
ditimbulkan sangat buruk dan mengandung dosa. Zina memiliki arti
hubungan kelamin diantara laki-laki dan perempuan yang satu sama lain

tidak terikat dengan perkawinan.**

Islam memandang tindak pidana pencabulan sebagai pelanggaran hak
perorangan melainkan juga dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak
masyarakat. Dalam Islam, melakukan sebuah pelanggaran terhadap
pelecehan seksual bagi anak dibawah umur termasuk kedalam dosa besar
dan haram, segala sesuatu yang berhubungan dengan persetubuhan badan
baik sesama laki-laki, atau dengan sesama perempuan, maupun lawan jenis
dari yang tua sampai yang muda semua dikategorikan kedalam perbuatan

zina.*

Adapun hukuman yang diberikan bagi pelaku tindak pidana

pencabulan terhadap anak dibawah umur terbagi menjadi tiga diantaranya :

1. Jika yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencabulan adalah
perbuatan zina, maka sanksi yang diberikan ialah hukuman bagi pezina.
Hukuman rajam bagi yang sudah menikah (muhsan), atau dicambuk

bagi yang belum menikah (ghairu muhsan).

2. Jika yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencabulan adalah

homoseksual (liwath) maka sanksi yang dijatuhkan ialah hukuman mati.

3. Jika yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencabulan adalah
pelecehan seksual yang tidak sampai kepada perzinahan dan

homoseksual maka dijatuhkan sanksi ta ’zir.

Adapun hukuman ta’zir secara terminologis berasal dari kata ‘azar
yang memiliki arti mencegah, menghormati, dan membentuk. Menurut
Rusjdi Ali Muhammad dalam buku karya Dr, Mardani, ta’zir yaitu

perbuatan pidana yang jenis dan dan hukumannya tidak ditentukan lebih

* Sri Warjiyati, Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur, AL-JINAYAH
JURNAL HUKUM PIDANA ISLAM,Vol. 4, Nomor 1, Juni 2018, 101

* Eko Setiawan, Kejahatan Pedhofilia dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam, Jurnal Hukum
Islam, Vol. 14 No. 2, Desember 2016, 21
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dulu dalam nash. Jenis perbuatan dan ancaman hukumannya berdasarkan
konsensus yang berkaitan dengan hak negara untuk menetapkan ketentuan
umum yang menghukum semua perbuatan yang menyebabkan kerusakan
fisik, sosial, finansial dan juga moral bagi individu atau masyarakat secara

menyeluruh.*°

Dalam Islam telah di tetapkan hukuman bagi pelaku tindak kejahatan
seksual terhadap anak di bawah umur, yang dapat merusak sistem
kemasyarakatan. Hukuman yang di gunakan dalam kejahatan tersebut ilah

hukuman ta ’zir.

Hukuman #a’zir merupakan hukuman yang telah ditetapkan oleh
penguasa (hakim) terhadap berbagai bentuk kejahatan baik yang melanggar
hak Allah ataupun hak hamba yang memiliki sifat merugikan atau
mengganggu kemaslahatan umat secara keseluruhan. Adapun mengenai
bentuk dari hukuman ta zir, dalam syariat Islam pun belum terdapat secara
rinci dan juga tegas perihal penjatuhan hukuman terhadap pelakunya. Sanksi
atau hukuman bagi pelaku pencabulan ialah hukuman cambuk sebagai
hukuman pokoknya. Untuk jumlah dari sanksi tersebut sesuai dengan ijtihad
para hakim. Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah dalam QS.

Al-Maidah ayat 49 yang berbunyi g

-
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Artinya : “ dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka

menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu
mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap
mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian
apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling
(dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah
bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan
mushibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka.
Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang
fasik.”

*® Mardani, Hukum Pidana Islam,13
* Departemen Agama, Mushaf Al- Qur’an dan Terjemahnya®, (Depok: Gema Insani, 2002), 116
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Adapun tujuan dari adanya sanksi fakzir diantaranya adalah :

1. Preventif, yaitu sanksi takzir bertujuan untuk mencegah orang lain

agar tidak melakukan jarimabh.

2. Represif, yaitu sanksi ftakzir bertujuan untuk memberikan dampak
positif bagi pelaku sehingga pelaku jera sehingga tidak mengulangi

melakukan jarimah tersebut.

3. Edukatif, yaitu sanksi fakzir bertujuan untuk memberikan pengajaran
dan pendidikan sehingga diharapkan dapat meperbaiki pola hidup
pelaku.



BAB IIT

TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI KUDUS NOMOR 144/PID.SUS/2019/PN KDS

A. Identitas Terdakwa

Pengadilan Negeri Kudus telah mengadili kejahatan pencabulan yang
terjadi pada anak dibawah umur dalam peradilan tingkat pertama. Dimana
telah dijatuhkan putusan kepada terdakwa yaitu : Elias Hendis bin Miel
Mido yang lahir di Lenga, pada tanggal 9 Juli 2019, terdakwa bertempat
tinggal di Desa Kolang RT 02 RW 01 Kel. Sompang Kolang Kec. Kuwus
Kab. Manggarai Barat NTT, terdakwa beragama Katholik dan berprofesi

sebagai petani atau pekebun.*®
B. Deskripsi Kasus

Kronologi kejadian bermula pada kurun waktu bulan Juli 2019 sampai
Februari 2020. Terdakwa bersama saksi Mashud bin Amirudin (Ayah
korban), saksi Sudirman bin Hasan ( Paman korban ), saksi Ahmad Ustadzi,
S.H bin Ali Asikin ( Saksi piket Polres Kudus ), saksi Agus Haryanto, S.H
bin Basri ( Saksi dari Polsek Margorejo ). Terdakwa didampingi oleh
penasihat hukum yaitu Mikael Marut, S.H dan Nikolaus Jebarut, S.H.,

Terdakwa Elias Hendis bin Miel Mido yang bertempat tinggal di Jalan
Lingkar Selatan Kabupaten Kudus atau setidak-tidaknya pada suatu tempat
tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang
berwenang memeriksa dan mengadili pekaranya, yang telah melakukan
kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat.
Melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan
atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, perbuatan tersebut

dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

*® Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 144/Pid.Sus/2019/PN Kds, 1
* Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 144/Pid.Sus/2019/PN Kds, 4
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Bahwa berawal pada tanggal 07 Juli 2019 Anak Korban Nurul Sai'dah
binti Mashud (umur 15 Tahun) hendak kembali ke Kab. Bima Prov.
NTB setelah berlibur di Jakarta.

Pada pukul 15.00 WIB anak korban menaiki transport PO. Rasa
Sayange dengan Nopol: EA-7367-L, Jurusan Jakarta-Bima dengan
mendapatkan kursi nomor 24 pada saat itu anak korban diantar oleh
Sanksi Mashud ( orang tua Anak Nurul Sai'dah binti Mashud) sampai
diatas transport dan oleh Sanksi Mashud barang-barang Anak Nurul
Sai'dah binti Mashud ditaruh di kursi nomor 24 sehingga anak Nurul
Sai'dah binti Mashud duduk di kursi nomor 24.

Pada pukul 16.00 WIB ketika transport hendak berangkat Saksi
Mashud turun dari transport. Setelah sampai di terminal Pulo Gebang
terdakwa pun masuk kedalam transport PO. Rasa Sayange Nopol: EA-
7367-L dan duduk disebelah Anak Korban Nurul Sai'dah binti
Mashud di kursi nomor 23.

Kemudian transport kembali berjalan lagi dan berhenti sekitar pukul
00.15 WIB tengah malam untuk makan malam di Semarang. Setelah
30 menit transport kembali melanjutkan perjalanan. Anak korban
Nurul Sai'dah kembali duduk di bangku nomor 24 dan tidur sedangkan
terdakwa duduk di bangku nomor 23.

Ditengah perjalanan Terdakwa Teridur ketika terbangun pada pukul
02.00 WIB kaget karena mendapati kepala Anak Korban Nurul
Sai'dah tersandar dibahu sebelah kanan terdakwa dalam keadaan
tertidur. Pada saat itu transport telah sampai di Jalan di Kabupaten

Kudus.

Melihat anak korban Nurul Sai'dah tersebut terdaakwa berpikir untuk
melakukan perbuatan cabul pada anak tersebut kemudian
melaksanakan niat tersebut dengan cara jari tangan kanan terdakwa
digesekkan ke kemaluan anak korban Nurul Sai'dah binti Mashud
sebanyak 3 (tiga) kali hingga anak korban Nurul Sai'dah binti Mashud

kaget dan terbangun karena Anak koban nurul Saidah binti Mashud
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merasakan sakit di bagian kemaluan Anak Nurul Saidah binti Mashud
karena di remas oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan
terdakwa sehingga Anak korban Nurul Sai'dah binti Mashud bangun,
lalu transport dimatikan namun Anak korban Nurul Sai'dah binti
Mashud masih bisa melihat dan mendapati tangan terdakwa berada
diantara atas paha kiri Anak korban Nurul Sai'dah binti Mashud dan di
bawah tas yang ada pada Anak korban Nurul Sai'dah binti Mashud
dan Anak korban Nurul Sai'dah binti Mashud menoleh pada terdakwa
dan anak korban Nurul Sai'dah binti Mashud melihat terdakwa pura-
pura tidur sambil menarik tangan kanannya dan dipindahkan ke atas

paha sehingga Nurul Sai'dah shock.

Karena merasa kaget, anak korban tersebut menangis dan meminta
tolong serta berteriak dan teiakan anak tersebut terdengar oleh Saksi
Hadijah binti H.Yasin yang duduk di kursi nomor 25 dan bertanya
kepada korban Nurul Sa'idah.

n

Anak tersebut menjawab " saya di pegang sama dia " sambil
menunjuk ke arah terdakwa. Kemudian saksi Hadijah menyuruh
suaminya untuk pindah ke kursi nomor 24 ( tempat duduk korban
Nurul Sa'idah ) dan anak Korban Nurul Sai'dah duduk dikursi nomor
26 tepat disamping Saksi Hadijah binti Yasin. Kejadian tersebut

terjadi ketika transport melintas di jalan Lingkar Selatan Kab. Kudus.

Kemudian anak korban Nurul Sai'dah menelpon orang tuannya yaitu
Saksi Mashud namun tidak diangkat sehingga korban menelpon
paman. Kemudian Anak Korban menceritakan perbuatan terdakwa
pada korban sehingga korban disuruh memberikan HPnya kepada
sopir yaitu Saksi Harjon bin Samsun dan transport berhnti di Polsek
Jekulo Kudus namun kondisi Polsek tersebut tepat pukul 02.30 WIB.
Sehingga transport berjalan lagi dan berhenti di Polsek Margorejo Pati
dan paginya datang Saksi Mashud yang merupakan orang tua korban.

Karena kejadian tersebut teradi diwilayah Kudus maka korban, saksi
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dan juga terdakwa dibawa ke Polres Kudus oleh petugas Saksi Agus
Haryanto, S.H. bin Basri.

C. Pembuktian

Untuk dapat mengetahui perkara tersebut termasuk kedalam pidana
atau tidak maka diperlukan alat bukti yang sah. Adapun alat bukti yang sah
sebagaimana yang etlah diatur dalam pasal 184 KUHAP diantaranya :
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
Dalam kasus ini Penuntut Umum menghadirkan beberapa saksi sebagai

berikut :>°
1. Keterangan saksi-saksi
a. Saksi Mashud bin Amirudin

1) Anak dari saksi yang bernama Nurul Sai'dah, lahir di Sakuru tanggal
17 Desember 2003, saat ini berusia hampir 16 (enam belas) tahun, dan

1a merupakan anak pertama

2) Anak saksi tersebut pindah sekolah ke Labuhan Bajo, Nusa Tenggara

Timur.

3) Saksi memperoleh informasi mengenai anak dari saksi tersebut
dicabuli oleh terdakwa di dalam bu PO Rasa Sayange jurusan Jakarta-
Bima pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 pukul 02.00 WIB saat dalam
perjalanan, tepatnya di jalan lingkar sekitar wilayah Kabupaten

Kudus.

4) Saksi diberi tahu oleh saudara ipar yang bernama Sudirman melalui
telepon, saat itu saksi berada di Tanggerang sedangkan Sudirman
berada di Depok dan orang pertama yang ditelpon oleh anak dari saksi

pada saat kejadian.

5) Anak dari saksi tersebut berteriak dan transport berhenti, karena di

Polres Kudus kosong, selanjutnya dibawa ke Polres Pati, akan tetapi,

*% Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 144/Pid.Sus/2019/PN Kds, 7
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akan tetapi oleh karena kejadian yang terjadi berlangsung di wilayah

Kudus maka dibawa kembali ke Polres Kudus untuk diperiksa.

6) Anak dari saksi sendirian dalam transport, saksi mengantarnya, saat
itu anak dari saksi duduk dibangku nomor 23 dekat jendela posisinya
agak tengah, kemudian transport berangkat pukul 16.00 WIB dan di
bangku sampingnya yang berada di dekat jalan masih kosong karena

terdakwa belum datang.

7) Saat itu anak dari saksi dalam posisi tidur di bangku di dekat jendela,
kemudian Terdakwa yang duduk di bangku di samping menyelipkan
tangannya ke bagian bawah tas daerah selakangan diluar celana, anak
dari saksi merasakannya 1 (satu) sampai 2 (dua) kali, sehingga

berteriak karena kesakitan.

8) Seketika itu saksi ke Polres Pati, disana terdapat anak saksi dan juga
terdakwa, kemudian pada pagi hari ke Polres Kudus, sedangkan
transport yang bersangkutan kembali melanjutkan perjalanan karena

banyak penumpang didalamnya.

9) Karena anak saksi merasakan kesakitan dibagian selakangan yang
mengakibatkan kemaluan anak dari saksi tersebut sakit, sehingga tidak

bisa buang air kecil.

10) Saksi membenarkan barang bukti berupa tas warna biru, jaket warna
pink, baju lengan panjang warna merah, celana panjang warna abu-
abu, kerudung warna hitam, BH warna biru, dan celana dalam warna
hitam adalah pakaian yang digunakan oleh anak dari saksi sewaktu

berangkat naik transport.

11) Saksi membenarkan barang bukti berupa tiket transport PO Rasa
Sayange nomor 23 adalah milik anak dari saksi, sedangkan nomor

bangku 24 di sebelahnya adalah milik terdakwa.

12) Anak dari saksi telah memiliki Akta Kelahiran sbagaimana Kutipan
Akta Kelahiran No. AL. 846.0119529 tanggal 20 Desember 2011 atas
nama Nurul Sai'dah lahir di Sakuru pada tanggal 17 Desember 2003.
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13) Pada tiket transport tertera nomor bangku 23, akan tetapi tidak
diketahui nomor tersebut terletak di dekat jendela atau di lorong, oleh
karena sejak awal masih kosong, maka anak dari saksi duduk di dekat

jendela.

14) Reaksi anak dari saksi ialah ia bercerita sambil menunjuk kearah

terdakwa pada saat di kantor Polres juga.

15) Setelah kejadian tersebut, anak dari saksi mengalami injury sehingga
tidak mau makan, kemudian diantar pulang dan dipindahkan

sekolahnya.
16) Pada saat di kantor Polres terdakwa pun meminta maaf kepada saksi,

17) Peristiwa tersebut menimpa anak dari saksi pada tanggal 8 Juli 2019

sesuai dengan Berkas Perkara dari Penyidik Kepolisian.

Adapun dengan adanya keterangan saksi tersebut, terdakwa

menyatakan keberatan dan menyangkal sebagai berikut :

1) Nomor bangku tertukar dan tidak sesuai dengan tiket masing-masing,
karena Nurul Sai’dah datang terlebih dahulu maka ia duduk di dekat
jendela, sedangkan terdakwa yang duduk dibangku nomor 24.

2) Anak dari saksi tersebut ketiduran dengan bersandar di bahu terdakwa
sehingga terdakwa merasa kelelahan, mengingat dalam kondisi

perjalanan jauh, maka terdakwa akan membangunkannya.

3) Terdakwa mendapat tekanan dan takut dipukul, sehingga terdakwa

meminta maaf kepada saksi selaku orang tua Nurul Sai’dah.
b. Saksi Sudirman bin Hasan’'

1) Saksi merupakan paman dari Nurul Sai’dah binti Mashud yang
pertama kali di telepon dan di beri tahu mengenai peristiwa yang

dialami Nurul Sai’dah.

*! Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 144/Pid.Sus/2019/PN Kds, 9
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2) Saksi di telepon sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi angkat dan
Nurul Sai’dah menangis, setelah dibentak baru diam dan akhirnya

menceritakan peristiwa yang dialaminya.

3) Menurut cerita Nurul Sai’dah, terdakwa meremas kemaluannya
hingga sakit, kemudian Nurul Sai’dah meminta tolong kepada
penumpang lain yaitu seorang ibu sesama orang Bima, selanjutnya
HP Nurul Sai’dah diberikan kepada ibu tersebut, kemudian saksi

minta diberikan kepada sopir bus.

4) Saksi mengatakan kepada sopir bus melalui HP Nurul Sai’dah bahwa
ada perbuatan tidak senonoh di belakang yang menimpa keponakan
saksi, kemudian sopir bus meminta untuk diselesaikan secara
kekeluargaan karena khawatir akan mencemarkan nama baik
perusahaannya jika diproses melalui jalur hukum, akan tetapi saksi
meminta untuk tetap di proses secara hukum karena peristiatersebut
terkait dengan kejiwaan keponakan saksi yang menjadi korban,
kemudian dibawa ke Polres Kudus tetapi tidak ada orang, sehingga
diberhentikan di Polres Pati.

5) Saksi menghubungi saudara ipar yang bernama Mashud yang
merupakan orang tua Nurul Sai’dah, saksi bersama keluarga langsung
berangkat ke Pati pada pukul 05.00 WIB dan tiba di Polsek Pati pada
pukul 19.30 WIB, akan tetapi dikarenakan peristiwa itu terjadi di
Kudus maka dibawake Polsek Kudus untuk diproses lebih lanjut.

6) Pada saat itu Nurul Sai’dah sedang diperiksa oleh dokter,dengan

dibawa oleh Polwan dan ibunya.

7) Karena HP kedua orang tuanya tidak aktif sehingga Nurul Sai’dah

menelpon saksi,

8) Saksi menghubungi kakak Ipar dari orang tua Nurul Sai’dah, yang
tinggal di sekitar 15 m (lima belas meter) dari rumahnya, yang HP nya
aktif, kemudian saksi minta agar HP tersebut diberikan kepada
bapaknya Nurul Sai’dah.
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9) Keponakan saksi tersebut juga mengatakan bahwa dirinya telah
pindah tempat duduk di samping penumpang lain yaitu seorang ibu

yang berasal dari Bima.

10) Saksi membenarkan mengenai terdakwa yang mengaku bersalah dan
minta maaf kepada keponakan saksi Mashun bin Amirudin, akan
tetapi terdakwa tidak meminta maaf kepada keponakan saksi
meskipun ia berada di Polres karena keponakan saksi tidak berani dan

masih merasakan trauma.

11) Saat itu dilakukan mediasi, terdakwa sudah meminta maaf tapi hukum

harus tetap ditegakkan.

12) Terdakwa melakukan perbuatannya sebanyakl-2 ( satu sampai dua)

kali.

13) Terdakwa memegang di bagian luar celana keponakan saksi, dan

diremas dengan keras sehingga merasa kesakitan.

14) Saksi tidak bertemu dengan sopir bus yang bersangkutan, karena di
dalam bus tersebut banyak penumpang anak-anak yang menangis,

sehingga bus melanjutkan perjalanannya.

15) Saksi membenarkan bahwa celana yang ditunjukkan tersebut yang
telah dipakai oleh keponakan saksi, karena yang meminta untuk

melepaskan pakainnya adalah Polisi yang bertugas.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan dan

menyangkal sebagai berikut :

1) Barang bukti yang berupa celana panjang warna abu-abu yang
ditunjukkan kepada terdakwa bukanlah yang dipakioleh Nurul

Sai’dah, melainkan memakai celana panjang warna biru.

2. Keterangan saksi Ahli
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a. Saksi Ahmad Ustadzi, S. H bin Ali Asikin>>

1) Saksi menerima penyerahan dari Anggota Polres Pati saat Saksi
piket di Polres Kudus pada bulan Juli 2019 di pagi hari, adapun
yang dilaporkan yaitu Terdakwa melakukan perbuatan cabul
kepada Anak Korban pada waktu dini hari, dan yang
diserahkan saat itu adalah Terdakwa Elias Hendis bin Miel Mido
dan Anak Korban yang bernama Nurul Sa’idah yang berasal dari

Nusa Tenggara Barat, sedangkan bus PO.
2) Saat di Polres Kudus sudah ada orang tua Anak Korban;

3) Saksi hanya mengulangi pertanyaan, kemudian dengan sendirinya
Terdakwa bercerita dan mengakui perbuatannya, tidak ada

paksaan ;

4) Terdakwa mengakui perbuatannya, sesuai dengan keterangan

yang diberikan oleh Anak Korban;

5) Menurut keterangan Anak Korban, ia kaget karena Terdakwa
menggesekkan tangan kanannya di kemaluan Anak Korban, saat
itu posisi korban berada di sebelah kanan Terdakwa dan sedang

tertidur menyender ke sebelah kiri yaitu bahu Terdakwa;

6) Ketika terbangun, Anak Korban berteriak minta tolong kemudian
ia bertukar posisi tempat duduk ke sebelah penumpang seorang
ibu yang berasal dari Bima juga, lalu Pamannya mengatakan
kepada Sopir melalui telepon untuk berhenti di Kantor Polisi
terdekat, akhirnya berhenti di Polres Pati, meskipun berikutnya
dikembalikan ke Polres Kudus;

7) Terdakwa menggesekkan tangan kanannya ke kemaluan Anak

Korban, di luar celananya;

*? Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 144/Pid.Sus/2019/PN Kds, 11
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8) Perbuatan Terdakwa dilakukan di dalam bus PO Rasa Sayang
ketika bus dalam perjalanan, tepatnya di jalan lingkar selatan

Kabupaten Kudus;

9) Saksi membenarkan Anak Korban duduk di bangku nomor 24
yang di sebelah kirinya adalah Terdakwa;

10) Pada saat penyerahan dari Polres Pati ke Polres Kudus, hanya ada
2 (dua) orang, yaitu Terdakwa dan Anak Korban, sedangkan
Bapak dari Anak Korban datang menyusul;

11) Anak Korban bernama Nurul Sa’idah yaitu benar sebagaimana
ditunjukkan oleh Penuntut Umum, ia seorang anak perempuan

berusia 15 (lima belas) tahun yang berasal dari Bima;

12) Ketika Anak Korban berteriak, Terdakwa langsung menarik
tangannya kemudian mengacungkan tangannya sambil menutup

mulut memberi kode untuk diam;

13) Berdasarkan keterangan Anak Korban yang juga diakui oleh
Terdakwa, yaitu Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban
sebanyak 1(satu) kali dan menggesek-geseknya sebanyak 3 (tiga)
kali;

14) Terdakwa memegang tepat kemaluan Anak Korban dari luar

celana;

15) Anak Korban kaget mengetahui ada tangan Terdakwa di atas
kemaluannya saat ia dalam kondisi tertidur, sehingga ia terbangun
karena ada gesekan yang dilakukan oleh Terdakwa di

kemaluannya;

16) Saksi tidak menjadi Penyidik dalam perkara ini, melainkan hanya
sebagai Anggota Piket yang menerima laporan saat penyerahan

dari Polres Pati;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan

dan menyangkal sebagai berikut:
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1) Terdakwa hanya ingin membangunkan Anak Korban dengan

meletakkan tangan di pahanya;
b. Saksi Agus Haryanto, S.H. bin Basri’®

1) Saksi yang menerima laporan dari Polsek Margorejo di Polres Pati ada
bus PO Rasa Sayang yang bersangkutan, kemudian menginterogasi

Terdakwa;

2) Terdakwa melakukan perbuatannya di dalam bus PO Rasa Sayang
saat dalam perjalanan, tepatnya di jalan lingkar sekitar wilayah

Kabupaten Kudus;

3) Yang menjadi korban yaitu seorang anak perempuan berusia
sekitar 16 (enam belas) tahun yang bernama Nurul Sa’idah, dimana ia
tidak bersama orang tuanya dan terus menangis hingga sore sambil

menunggu orang tua di Polres Pati;

4) Menurut keterangan Anak Korban, 1ia ketiduran kemudian

dipegang kemaluannya oleh Terdakwa dari luar celana;

5) Terdakwa mengakui perbuatan cabul yang dilakukannya kepada Anak
Korban tanpa kekerasan, dimana Anak Korban tertidur di pundak

Terdakwa;
6) Anak Korban bertujuan ke Nusa Tenggara Barat untuk pulang;

7) Saksi membenarkan celana panjang warna abu -abu dan jaket warna
crimson adalah yang digunakan oleh Anak Korban, sedangkan tasnya

lupa;

8) Menurut pengakuannya, Terdakwa terangsang melihat Anak

Korban tertidur bersandar di pundaknya;

9) Anak Korban terus menangis, sehingga tidak dapat dilakukan

interogasi,

>* Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 144/Pid.Sus/2019/PN Kds, 12
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10) Saat diserahkan ke Polres Kudus, Anak Korban dalam kondisi sehat,

akan tetapi masih ketakutan dan trauma;

11) Saksi tidak mengetahui perihal Anak Korban didampingi oleh orang
tuanya atau tidak, karena yang menyerahkan adalah Pak Kanit,

sedangkan Saksi tidak ikut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan

dan menyangkal sebagai berikut:

1) Terdakwa hanya ingin membangunkan Anak Korban dengan

meletakkan tangan di pahanya;
c. Bukti Petunjuk
1) 1 (satu) celana panjang warna abu-abu;
2) 1 (satu) jaket warna pink;
3) 1 (satu) baju lengan panjang warna merah;
4) 1 (satu) kerudung warna hitam;
5) 1 (satu) BH warna biru;
6) 1 (satu) celana dalam warna hitam;
7) 1 (satu) tas warna biru;

8) 1 (satu) tiket Bus PO. Rasa Sayang NO. 001830 NO. Kursi 23 a.n.
Nurul Sai’dah;

9) 1 (satu) ) tiket Bus PO. Rasa Sayang NO. 001830 NO. Kursi 24 a.n.
Elias;

d. Bukti Surat

Adapun beberapa bukti surat yang dijajukan pada saat proses

. .. . 4
persidangan perkara ini yaitu: >

** Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 144/Pid.Sus/2019/PN Kds, 17
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1) Visum et Repertum Nomor: 445/2252/V11/2019

2) Laporan Pemeriksaan Psikologi Nomor: 810.743

e. Keterangan Terdakwa

1y

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Terdakwa menaiki transport seorang diri yang bertujuan ke Nusa
Tenggara Timur. Nomor tiket transport terdakwa yaitu nomor 24,
akan tetapi sudah ada yang duduk di kursi tersebut sehingga

terdakwa duduk dikursi nomor 23.

Terdakwa tidak mengenal korban. Korban sempat tertidur di bahu
terdakwa karena terdakwa merasa kelelahan sehingga ingin

membangunkan anak korban tersebut.

Terdakwa mengakui bahwasanya dia memegang bagian tengah yang
diketahuinya merupakan bagian vagina anak korban. Terdakwa
memegang dari luar celana. Dan terdakwa mengakui bahwasanya dia
melakukan perbuatan tersebut sebanyak 1 (satu) kali, akan tetapi

tidak memegang dengan keras.

Terdakwa hanya menggesek vagina anak korban tersebut, tidak
meremasnya, dengan cara memegang sebanyak 1 (satu) kali dan

digesek sebanyak 3 (tiga) kali.

Terdakwa pun mengaku menggunakan semua jari tangan kanan
untuk melakukan perbuatnnya, meskipun salah satu jari terdakwa

lebih pendek dari jari yang lainnya.

Anak tersebut sdang tidur, sehingga kaget dan menangis. Terdakwa

tidak mengetahui bahwa anak tersebut telah menelepon keluarganya.

Terdakwa mengaku sudah tua. Terdakwa memiliki seorang istri di
Nusa Tenggara Timur dan memiliki 5 (lima) orang anak. Terdakwa
sudah menandatangani BAP penyidik, akan tetapi terdakwa tidak

bisa membaca dan pendengarannya pun kurang baik.

D. Pertimbangan Hakim
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Terdapat beberapa teori pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim

dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara yaitu:

1. Teori keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang
ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang
bersangkutan dan berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti
adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat,

kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

2. Teori Pendekatan Intuisi, penjatuhan putusan oleh hakim merupakan
diskresi, dalam menjatuhkan putusan hakim menyesuaikan dengan
keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana,
hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum

dalam perkara pidana.

3. Teori Pendekatan Keilmuan, titik tolak dari teori ini adalah
pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara
sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya
dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin
konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan
semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim
tidak boleh semata - mata atas dasar intuisi atau insting semata,
tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga
wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang

harus di putusnya.

Berdasarkan dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum,
terdakwa dituntut dengan dakwaan tunggal. Adapun terdakwa melanggar
Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2016 tentang Penetapan Peraturan Pmerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-

Undang, yang unsurnya adalah sebagai berikut:’

** Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 144/Pid.Sus/2019/PN Kds, 20
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1. Unsur "Setiap orang";

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud
dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Setiap
orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah
apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan

sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum.

Adapun dalam perkara ini telah terungkap dalam fakta
persidangan bahawasanya yang menjadi subjek hukum yang diajukan
oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Elias Hendis bin Miel Mido,

dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk

Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan
mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang
diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi

maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi:56

Kekerasan atau ancaman kekerasan adalah tindakan pelaku pidana
untuk  mencapai sesuatu dengan cara mengancam akan
mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak

sah kepada korban apabila tidak memenuhi keinginan Terdakwa.

Memaksa adalah melakukan tekanan pada orang lain, sehingga
orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak
sendiri dan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara
fisik maupun secara psikologis sehingga membuat seseorang tidak
berdaya. Terdakwa melakukan perbuatannya memegang vagina Anak
Korban dari luar celana sebanyak 1 (satu) kali dan digesek-gesek

sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan semua jari tangan kanan,

*® Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 144/Pid.Sus/2019/PN Kds, 21
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ketika Anak Korban dalam kondisi tertidur, dan keadaan tersebut
menurut Majelis Hakim juga telah menunjukkan adanya keadaan
memaksa dalam arti memaksakan kehendaknya dengan
mempergunakan situasi ketika Anak Korban tidak berdaya yaitu
dalam keadaan tertidur, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "memaksa Anak untuk

melakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi.

Melakukan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang
demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau
memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah
keadaannya sesuai dengan kebenaran. Serangkaian kebohongan adalah
serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, hingga kata-kata
tersebut berhubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat
menimbulkan kesan seolah kata yang satu ini membenarkan kata-kata
yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan

kebenaran.

Pengertian membujuk bukan saja berusaha meyakinkan
seseorang bahwa yang dikatakannya benar, akan tetapi lebih dari itu
harus didasarkan pada faktor sosiologis yaitu tidak hanya dengan kata-
kata, tetapi dapat juga dengan sikap dan perbuatan sehingga seseorang
menjadi terlena dan mau diajak untuk berbuat menuruti kehendak

Terdakwa.

Untuk menjatuhkan sebuah pidana terhadap Terdakwa, maka
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan
dan yang meringankan Terdakwa. Hal-hal yang memberatkan:
Perbuatan terdakwa membuat korban trauma. Adapun hal-hal yang
meringankan: Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali
perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mempunyai

tanggungan keluarga di Flores, Nusa Tenggara.

Amar Putusan
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Putusan tersebut, menyatakan bahwa Terdakwa Elias Hendis bin Miel
Mido tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul
sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. Adapun isi putusan

yang dijatuhkan oleh hakim adalah sebagai berikut:>’

1. Hakim menjatuhkan putusan ini dengan menggunakan Pasal 82 ayat
(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016
tetang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana
penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp30.000.000,00
(tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak

dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3. Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah
dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:1 (satu) celana panjang warna abu-
abu, 1 (satu) jaket warna pink, 1 (satu) baju lengan panjang warna
merah, 1 (satu) kerudung warna hitam, 1 (satu) BH warna biru, 1
(satu) celana dalam warna hitam, 1 (satu) tas warna biru, 1 (satu)
tiket Bus PO Rasa Sayang Nomor 001830 Nomor Kursi 23 atas
nama Nurul Sa'idah; dikembalikan kepada Anak Korban Nurul
Sai'dah binti Mashud, 1 (satu) tiket Bus PO Rasa Sayang Nomor
001837 Nomor Kursi 24 atas nama Elias, dilampirkan dalam berkas

perkara.

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

*” Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 144/Pid.Sus/2019/PN Kds, 28
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Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020,
oleh kami, Moch. Nur Azizi, S. H., sebagai Hakim Ketua, Nataria Cristina
Triana, S. H., M. Murmur., Alfa Ekotomo, S. H., M. H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endah Nurrakhmi,
S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh
Ati Ariyati, S. H., Penuntut Umum di hadapan Terdakwa dan Penasihat

Hukumnya; °

*® Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 144/Pid.Sus/2019/PN Kds, 29
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TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
KUDUS NOMOR 144/Pid.Sus/2019/PN Kds.

A. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan
Negeri Kudus Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Kds.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam
persidangan. Dalam putusan setidaknya terdapat sistematika putusan
diantaranya: kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan
pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan. Putusan pengadilan
merupakan output dari suatu proses peradilan di dalam sidang peradilan.
Setelah segala pembuktian dinyatakan selesai maka tibalah hakim untuk
mengambil keputusan.59 Sebagaimana dalam Undang-Undang Tentang
Tindak Pidana Pecabulan, Definisi pencabulan ialah segala perbuatan yang
melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam

lingkungan nafsu birahi kelamin.

Dalam pengambilan sebuah keputusan harus berdasarkan beberapa
pertimbangan diantaranya pertimbangan secara yuridis yakni berupa surat
dakwaan, dan juga fakta-fakta dan keadaan yang ada dalam persidangan.
Kemudian pertimbangan sosilogis, yakni latar belakang terdakwa, kondisi
yang menyertai terdakwa.®® Selain itu diperlukan juga musyawarah bila
hakim terdiri dari hakim majelis. Dalam musyawarah pengambilan putusan
pun hakim tidak boleh sampai melampui batas yang telah ditetapkan dalam
surat penyerahan perkara yang menjadi dasar pemeriksaan dalam sidang
pengadilan. Sebagaimana yang telah disampaikan dalam Pasal 182 ayat (6)
KUHAP: “ Semua hasil musyawarah harus didasarkan pada pemufakatan
yang bulat, kecuali setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat

tercapai, maka ditempuh dua cara, yaitu:

a. Putusan diambil dengan suara terbanyak, dan

>° Tholib Efendi, Praktik Peradilan Pidana ( Malang: Setara Press, 2016 ), 217
® Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Islam, ( Surabaya: Pustaka Idea, 2015 ), 11
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b. Jika tidak diperoleh suara terbanyak, diambil pendapat hakim yang

menguntungkan terdakwa.”

Dalam putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor:
144/Pid.Sus/2019/PN Kds tentang tindak pidana pencabulan yang terhadap
anak dibawah umur dilakukan oleh tedakwa yang bernama Elias Hendis bin
Miel Mido. Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan tersebut dengan
cara menggesek-gesekkan dan juga meremas vagina korban menggunakan
tangannya. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ketika berada dalam
bus yang sedang beroperasi. Korban dalam posisi tertidur di pundak
terdakwa, dan terdakwa ingin membangunkan korban tersebut, namun
muncul niatan untuk melakukan perbuatan yang keji tersebut. Korban
merasa kesakitan akhirnya terbangun dan mendapati tangan korban berada
di atas pahanya. Sang korban pun akhirnya menangis dan berteriak sehingga
terdengar oleh penumpang lainnya. Salah satu penumpang menyuruh korban
untuk bertukar tempat. Kemudian korab berusaha menelpon keluarga. Dan
alhasil sang paman yang bisa terhubung dengan korban. Kemudian korban
menceritakan hal tersebut, dan sang paman berbicara dengan supir bus P.O.

Rasa Sayange.

Dalam perkara tersebut Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan
tunggal yakni menggunakan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Dalam perkara ini telah memenuhi unsur yang terkandung dalam pasal

tersebut, diantara unsur tersebut ialah:
1. Unsur “setiap orang”

Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu
tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan
Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM-
41/KDS/Euh.2/09/2019 tanggal three Oktober 2019, yaitu Terdakwa

Elias Hendis bin Miel Mido, dimana Terdakwa membenarkan jati diri
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yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan
keterangan Saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling
berkaitan berkesesuaian, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan
tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian
unsur-unsur delik lainnya selama dalam persidangan Majelis Hakim
tidak melihat adanya kekeliruan orang (error in persona) sebagai

subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum.

Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk

Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ”;

Unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan
mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang
diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi
maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi.Yang di maksud
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah tindakan pelaku
pidana untuk mencapai sesuatu dengan cara mengancam akan
mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak

sah kepada korban apabila tidak memenuhi keinginan terdakwa.

Dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang
terungkap di persidangan, kejadian bermula pada hari Minggu tanggal
7 Juli 2019 pukul 15.00 WIB Saksi Mashud bin Amirudin mengantar
Anak Korban ke terminal Pulo Gebang Bekasi bawah naik bus PO
Rasa Sayange jurusan Jakarta-Bima dan mendapatkan tiket yang
tertera nomor bangku 23, akan tetapi tidak diketahui nomor tersebut
terletak di dekat jendela atau di lorong, oleh karena sejak awal masih
kosong, maka Anak Korban duduk di dekat jendela dengan nomor
bangku 24, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB ketika bus hendak
berangkat kedua orang tuanya turun sehingga Anak Korban sendirian
di dalam bus; Terdakwa membeli tiket dengan nomor bangku 24 dan
naik bus dari terminal Pulo Gebang atas, akan tetapi sudah ada yang

duduk di kursi nomor 24 tersebut, sehingga Terdakwa duduk di
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sebelah Anak Korban yaitu di bangku tengah dekat jalan dengan
nomor 23. perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban
yaitu memegang vagina Anak Korban dari luar celana sebanyak 1
(satu) kali dan digesek-gesek sebanyak 3 (tiga) kali dengan
menggunakan semua jari tangan kanan, telah menunjukkan suatu
perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) yang masih
termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin sebagaimana

pengertian cabul dalam undang-undang ini;

Adapun beberapa unsur yang terkandung dalam putusan tersebut
ialah hal yang memberatkan dan juga hal yang meringankan bagi
terdakwa. diantaranya hal-hal yang memberatkan: Perbuatan terdakwa
membuat korban trauma. Adapun hal-hal yang meringankan:
Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, terdakwa
belum pernah dihukum, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga di

Flores, Nusa Tenggara.

Bahwa walaupun pengertian memaksa secara umum adalah
melakukan tekanan pada orang lain, sehingga orang itu melakukan
sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri dan menimbulkan
kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik maupun secara
psikologis sehingga membuat seseorang tidak berdaya, namun dalam
perkara ini berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Terdakwa
melakukan perbuatannya memegang vagina Anak Korban dari luar
celana sebanyak 1 (satu) kali dan digesek-gesek sebanyak 3 (tiga) kali
dengan menggunakan semua jari tangan kanan, ketika Anak Korban
dalam kondisi tertidur, dan keadaan tersebut menurut Majelis Hakim
juga telah menunjukkan adanya keadaan memaksa dalam arti
memaksakan kehendaknya dengan mempergunakan situasi ketika

Anak Korban tidak berdaya yaitu dalam keadaan tertidur.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis
Hakim berpendapat unsur “memaksa anak untuk melakukan perbuatan

cabul” telah terpenuhi. Dalam perkara ini, oleh karena perbuatan
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memaksa yang dilakukan Terdakwa tidak secara langsung dengan
melakukan tekanan kepada Anak Korban, namun dengan
menggunakan kesempatan ketika Anak Korban sedang tertidur, maka
menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana di bawah minimal terhadap
Terdakwa dalam perkara ini, telah sesuai dengan bobot kesalahan
Terdakwa tersebut dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa
maupun masyarakat. meskipun tidak terjadi kesatuan pendapat dalam
permusyawaratan Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 182
ayat (6) KUHAP, maka putusan yang digunakan dengan suara
terbanyak, yaitu two (dua) suara Ketua Sidang dan Hakim Anggota
lain tersebut. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama two
(dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta
rupiah).

Dalam hukum posistif, apabila dilihat dari sudat pandang
kepastian hukum maka sanksi atau hukuman yang dijatuhkan oleh
hakim kepada terdakwa Elias Hendis bin Miel Mido terhadap perkara
tindak pidana pencabulan dijatuhi hukuman yang tidak sesuai dengan
Undang-Undang. Dengan alasan, hukuman yang diberikan kepada
terdakwa masih kurang dari batas minimal yang telah ditentukan oleh
Undang-Undang itu sendiri. Sebagaimana yang telah disampaikan
diatas mengenai berbagai pertimbangan akan tetapi tidak seharusnya

hukuman tersebut berada dalam batas minimum khusus.

Walaupun tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut
terbilang ringan akan tetapi hukum harus tetap ditegakkan demi
memenuhi unsur keadilan. Adapun hal yang dapat ditimbulkan akibat
adanya hukuman yang ringan maka masyarakat akan mudah menilai
bahwasanya keadilan dalam hukum kurang ditegakkan dengan baik.
Masyarakat akan mudah untuk menyepelekan tindak pidana tersebut
karena hukuman yang diberikan begitu ringan dan juga tidak sesuai
dengan peraturan yang telah ditetapkan. Masyarakat pun merasa tidak
terlindungi dengan adanya hukum, dikarenakan dengan ringannya

hukuman yang diberikan maka akan semakin marak kejahatan
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tersebut. Hukum pun diharapkan dapat memenuhi unsur keadilan bagi
korban, karena korban dari tindak pidana tersebut memiliki dampak
trauma tersendiri dan dampak tersebut mungkin saja akan berlangsung

lama dalam ingatan sang korban.

Berdasarkan putusan hakim tersebut yang telah memberikan
hukuman penjara selama dua tahun, dan hukuman tersebut terbilang
jauh dari hukuman yang telah ditentukan mengakibatkan tidak adanya
keadilan bagi korban. seharusnya hukuman yang diberikan tetaplah
mengikuti sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan dalam
Undang-Undang. Yakni lima tahun penjara. Adapun unsur yang harus
terpenuhi dalam menegakkan hukum ialah adanya kepastian hukum,

kemanfaatan dan juga keadilan.

Selain penegak hukum fokus kepada pelaku, namun sama
pentingnya akan perlindungan terhadap korban. Karena dampak yang
ditimbulkan terhadap korban sangat mengganggu ketenangan dan juga
kejiwaan anak tersebut. dan korban secara otomatis mengalami
kerugian. Adapun beberapa perlindungan terhadap korban yang bisa
dilakukan ialah dengan cara memberikan rehabilitasi, memberi
kompensasi atau pun memberikan restitusi. Rehabilitasi untuk
pemulihan secara medis secara fisik maupun psikis untuk korban,
memberikan kompensasi yaitu memberikan ganti rugi oleh negara,
dan restitusi yaitu ganti rugi yang diberikan oleh pihak pelaku. Karena

korban sangat dirugikan dalam hal ini.

Dengan demikian, seharusnya majelis hakim tetap lebih
memperhatikan adanya aspek kepastian hukum, kemanfaatan dan juga
keadilan hukum dalam memutus perkara. Jika majelis hakim telah
yakin bahwasanya semua unsur telah terpenuhi dengan fakta-fakta
yang terungkap dalam persidangan maka hukumannya yang diberikan
harus tetap sesuai dengan peraturan. Supaya masyarakat lebih percaya

dengan hukum, dan merasa terlindungi dengan adanya hukum.
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B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana
Pencabulan Terhadap Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus

Nomor 144/Pid.sus/2019/PN Kds.

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana sering disebut dengan
istilah jinayah atau jarimah. Kata jinayah sendiri memiliki banyak makna
diantaranya yang telah di ungkapkan oleh Abd Al-Qadir Awdah, jinayah
merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan itu mengenai
jiwa, harta benda, atau lainnya. Adapun yang memberikan istilah pidana
Islam menggunakan kata jarimah. Definisi jarimah sendiri ialah larangan-
larangan hukum yang diberikan Allah yang pelanggarannya dikenakan

hukum baik berupa hal atau ta zir.*!

Di dalam hukum pidana Islam terdapat 3 (tiga) jenis pertimbangan
yang digunakan dalam menganalisis sebuah putusan yaitu pertimbangan.

Pertimbang tersebuta diantaranya .62
1. Ar-rukn ash-shari’ ( Unsur Formal )

Unsur formal meliputi adanya nash yang melarang disertai
sanksi hukumannya. Setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum
dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nash atau undang-
undang yang telah mengaturnya. Di dalam hukum positif, hal tersebut
disebut asas legalitas, yakni suatu perbuatan yang tidak dianggap
melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum

adanya perundang-undangan yang mengaturnya.
2. Ar-rukn al-madi ( Unsur Materil )

Unsur materil meliputi adanya perbuatan pidana. Yakni adanya
tindak pidana yang terjadi diakibatkan dari adanya perbuatan atau
tingkah laku seseorang baik dengan sikap berbuat maupun tidak
berbuat yang bersifat melawan hukum. Dalam hukum positif dikenal

dengan sebutan unsur objektif. Seperti contoh dalam tindak pidana

® Marsaid, Al-Figh Al Jinayah ( Palembang : Rafah Press, 2020 ), 61
®2 Sahid, Epistimologi Hukum Pidana Islam, ( Surabaya: Pustaka Idea, 2015 ), 11
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pencurian, adanya tindakan pelaku dalam memindahkan atau
mengambil barang milik orang lain. tindakan yang dilakukan itu

disebut unsur materil.
3. Ar-rukn al-adabi ( Unsur Moral )

Unsur moral artinya pelaku dari tindak pidana tersebut harus
cakap hukum. Atau yang disebut mukallaf, yakni orang yang dapat
dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.
Maknanya pelaku dari tindak pidana tersebut harus bisa memahami
hukum, mengerti beban dan sanggup menjalankan bebab
tersebut.seserang bisa dikatakan mukallaf apabila sudah baligh. Dalam
hal ini, jika pelaku dari tindak pidana tersebut masih berusia dibawah
umur ataupun gila maka ia tidak dapat dikenai hukuman, dikarenakan

ia merupakan orang yang tidak bisa dibebani pertanggung jawaban.63

Dalam perkara ini tindak pidana pencabulan yang dilakukan terdakwa
yang bernama Elias Hendis bin Miel Mido dalam perspektif hukum pidana
Islam termasuk kedalam kejahatan pencabulan yang dikategorikan sebagai
jarimah ta’zir, dikarenakan dalam hukum Islam sendiri tidak memandang
perbuatan tersebut hanya sebagai pelanggaran hak terhadap perorangan
melainkan dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak masyarakat pula.
Islam menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam jarimah ta’zir
dikarenakan tindak pidana pencabulan tidak dapat dikatakan zina. Dalam
zina harus memenuhi unsur adanya hubungan kelamin antara pelaku dan
juga korban. Sedangkan pencabulan merupakan segala perbuatan yang
melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam
lingkungan nafsu birahi kelamin. Seperti contoh meraba-raba, mencium, dan
lain sebagainya. Karena tidak sampai pada tahap persetubuhan maka

pencabulan dikategorikan dalam jarimah ta zir.**

®* Sahid, Epistimologi Hukum Pidana Islam, 11
* Ahmad Djazuli, Figh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam (Jakarta: Bulan
Bintang, 1996), 161
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Sebagaimana yang telah disampaikan dalam firman Allah QS. Al-Isra’
ayat 32 yang berbunyi :*°

Yoo dlogiiat B840 4P 18 Vs

+\[&

Artinya : “dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu
adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang

buruk.”

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan,
terdakwa mengakui perbuatannya. Dan perkara tersebut sudah memenuhi
ketiga unsur yang terkandung dalam hukum pidana Islam. Maka terdakwa
dapat dikenakan sanksi. Berdasarkan perspektif hukum pidana Islam,
pencabulan tidak masuk pada kategori jarimah gishas atau hudud karena
tidak dijelaskan secara terang dalam Al-Quran dan hadis, melainkan

pencabulan ini masuk pada kategori jarimah takzir.

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwasanya mendekati perbuatan
zina sudah dilarang seperti contoh mencium, meraba, dan semua perbuatan
yang mendekati zina. Perbuatan tersebut menjadi dilarang dengan sebab
dapat menimbulkan perasaan yang dapat merangsang jiwa ataupun hawa
nafsu sseorang untuk melakukan perbuatan tersebut. Allah SWT melarang
hambanya untuk mendekati perbuatan zina karena merupakan perbuatan
yang diharamkan. Menurut para ulama yang mendefinisikan perbuatan zina
sebagai persenggamaan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan
pada alat kelaminnya, yang bukan miliknya.®® Tindak pidana pencabulan
ini memiliki berbagai faktor yang mendasarinya, diantaranya faktor
keinginan, faktor kesempatan dan juga lemahnya iman. Ketiga faktor saling

memiliki keterkaitan. Dalam kondisi seperti dalam perkara ini pelaku

® Departemen Agama, Mushaf Al- Qur’an dan Terjemahnya‘, (Depok: Gema Insani, 2002), 285
% Zainudin Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia, ( Jakarta : Balai Pustaka,
2002 ), 106
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memanfaatkan kesempatan disaat sang korban tertidur dalam kendaraan bus

yang mereka tumpangi.

Adapun hukuman yang diberikan bagi pelaku tindak pidana
pencabulan terhadap anak dibawah umur terbagi menjadi tiga yaitu,
perbuatannya sudah dikatakan sebagai zina, tindak pindana pencabulan
homoseksual, dan tindak pidana pencabulan yang tidak sampai dalam
perzinahan. Dalam perkara ini termasuk kedalam jenis yang ketiga yang
berbunyi Jika yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencabulan adalah
pelecehan seksual yang tidak sampai kepada perzinahan dan homoseksual

maka dijatuhkan sanksi 7a zir.

Dalam perkara ini hukuman yang diberikan kepada terdakwa yang
bernama Elias Hendis bin Miel Mido menurut hukum pidana Islam ialah
hukuman #a ’zir. Dimana hukuman fa zir tersebut didasarkan pada berbagai
pertimbangan kemaslahatan yang mengacu kepada prinsip keadilan dalam
kehidupan bermasyarkat. Sanksi atau hukuman bagi pelaku pencabulan
ialah hukuman cambuk sebagai hukuman pokoknya. Untuk jumlah dari
sanksi tersebut sesuai dengan ijtihad para hakim. Sebagaimana telah
dijelaskan dalam firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 49 yang
be:lrbunyi:67

-

PN g}

V T o . N02.96 o7 oot o (. o T 97 o %2 \J. s T 08700 oo -
B JPT G ans o2 D3 OF (5025 2achal a5 Y5 W BT T 2k S s

1 /&’ To < H Z 9% é of
O}Gmﬂj JU\ }Sdbagyﬁwﬁaﬂ@d‘c& ;L.C (:.1.9\.9 \5.535 OP C‘J\-gjl
Artinya : “ dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka

menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu
mengikuti hawa nafsu mereka, dan brhati-hatilah kamu terhadap
mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian
apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling
(dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah
bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan
mushibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka.
dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang
fasik.”

®” Departemen Agama, Mushaf Al- Qur’an dan Terjemahnya*, (Depok: Gema Insani, 2002), 116
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Dalam hal jumlah dari hukuman cambuk yang terdapat pada jarimah
ta’zir, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Di antaranya ulama
Syafi’iyah berpendapat bahwasanya hukuman cambuk tidak boleh melebihi
10 kali. Pada kalangan malikiyah berpendapat bahwasanya hukuman
cambuk diperbolehkan melebihi had dengan syarat telah memenuhi
kemaslahatan.®® Adapun alat yang digunakan ialah cambuk yang memiliki
ukuran pertengahan (tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil) seperti
tongkat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibn Taimiyah sebaik-baiknya
perkara adalah pertengahan. Jika yang dikenai hukuman ta’zir adalah
seorang laki-laki maka harus melepas bajunya agar tidak menghalangi
cambuk ke kulitnya. Sedangkan jika pelaku jarimah seorang wanita maka

tidak perlu membuka bajunya karena akan terbuka aurotnya.

Adapun hukuman cambuk merupakan hukuman pokok, maka seorang
hakim dapat pula memberikan sanksi fa’zir tambahan berupa hukuman
penjara. Kepada hakim, sanksi ini diserahkan untuk disesuaikan dengan
tindak pidana yang telah dilakukan dan juga untuk dipertimbangkan dari
segi kemaslahatan umum. Walaupun hukuman diserahkan keapada hakim,
namun hakim harus tetap memperhatikan berbagai pertimbangan supaya
tidak melampui batas ataupun kurang dari batas minimal hukum.
Sebgaimana yang telah ditentukan dalam peraturan. Adapun hukuman
penjara dalam hukum Islam terdiri dari dua jenis yakni hukuman penjara
terbatas dan juga hukuman penjara tidak terbatas. Hukuman penjara terbatas
ialah hukuman penjara yang memiliki rentang waktu yang tegas. Adapun
hukuman penjara tidak terbatas, ialah hukuman yang tidak dikenai batas
waktu. Berdasarkan perkara tersebut dapat diberikan tambahan hukuman

penjara terbatas, karena perkara ini tergolong ringan.

Sebagaimana yang telah termaktub dalam Pasal 47 Qanun No. 6
Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

“ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan

Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak,

*® Ahmad Djazuli, Figh Jinayah (Upaya Menanggulamgi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta: PT.
Raja Grafindo, 2000), 197-198.
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diancam dengan 'Uqubat Takzir cambuk paling banyak 90 (sembilan
puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas

murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan. “

Dalam ketentuan tersebut tertera batas maksimum, untuk jumlahnya
hukuman yang diberikan dapat dipertimbangkan oleh hakim atau Ulil amri
yang berwenang. Dengan dikenai hukuman fakzir, bertujuan untuk
pencegahan dan juga pengajaran. Diharapkan dengan adanya hukuman
tersebut mampu menahan pelaku utnuk tidak mengulangi perbuatan yang

dilakukan serta tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis

memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1.

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus
Nomor: 144/Pid.Sus/2019/PN Kds tentang hukuman bagi pelaku
tindak pidana pencabulan anak di bawah umur telah diputuskan oleh
mejelis hakim berdasarkan dakwaan tunggal Pasal 82 ayat (1)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Penetapan Peraturan Pmerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam putusan tersebut
hakim memutuskan terdakwa Elias Hendis bin Miel Mido telah
terbukti bersalah. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa
dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah
Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika
pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama
three (tiga) bulan. Sedangkan sanksi tersebut diatas yang telah
diputuskan oleh hakim dinilai tidak sesuai dengan unsur dan juga
tujuan dalam hukum itu sendiri. Selain memperhatikan hukuman atau
sanksi terhadap pelaku namun penting juga dalam melindungi korban.
dalam hal ini korban harus mendapatkan perlindungan sebagaimana
yang telah disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Adapun hal yang harus
dipertimbangkan pula dalam memberikan keputusan ialah adanya
kepastian hukum, kemanfaatan, dan juga keadilan. Ketika ketiga hal
tersebut diperhatikan, maka hukum yang putuskan seharusnya dapat
memenuhi dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan di mana

dalam peraturan tersebut dituliskan bahwasanya batas minimal

66
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hukuman ialah lima tahun penjara. Jadi hukuman yang ditetapkan

harus memenuhi batas minimal yang telah ditetapkan.

2. Berdasarkan analisis hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi
pelaku tindak pidana pencabulan, hukuman yang dijatuhkan kepada
terdakwa pada jarimah tersebut ialah jarimah ta’zir. Karena dalam
jarimah pencabulan tidak masuk pada kategori jarimah qishas atau
hudud karena pencabulan bukan murni jarimah zina akan tetapi
percobaan melakukan zina. Maka dari itu, jarimah pencabulan yang
dimaksud di atas masuk pada kategori jarimah takzir. Dalam hal ini
penjatuhan hukuman bagi pelaku jarimah pencabulan telah sesuai
dengan hukum pidana Islam yaitu batas minimal dan maksimal
hukuman yang ditentukan oleh ulil amri atau penguasa negara atau
hakim dengan ketentuan yang tidak melebihi hukuman Aad. Dalam hal
ini jarimah takzir yaitu berupa hukuman cambuk yang merupakan
hukuman pokok. Adapun hukuman tambahan dapat pula diberikan
oleh hakim berupa hukuman penjara sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dan tetap memperhatikan pertimbangan dari hakim yang

sedang bertugas.
B. Saran

1. Seharusnya hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sesuai
dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah
termaktub dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pmerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan
dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan pembelajaran bagi

masyarakat.

2. Untuk aparatur negara hendaknya tetap memperhatikan dan juga
mempertimbangkan berbagai hal sebelum memutuskan hukuman

kepada terdakwa dalam tindak pidana pencabulan anak dibawah umur.



68

Serta tetap memperhatikan perlindungan bagi korban. Adapun hal yang
harus tetap diperhatikan pula ialah tiga poin penting diantaranya
kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan hukum. Selain dari pihak
aparatur negara perlu pula penanganan yang berasal dari kelaurga,
karena keluraga merupakan orang pertama yang bertanggung tawab

penuh atas perkembangan dan pertumbuhan anak.



DAFTAR PUSTAKA

Aesya Rahmah Ikfina, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi
Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan
Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Psr ( Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya,
2019)

Afdhaliyah Nur dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban
Pencabulan, Kanun Jurnal Hukum Vol.21, No. 1, 2019

Ali Zainuddin, Hukum Pidana Islam ( Jakarta : Sinar Grafika, 2012)
Ali Zainudin, Hukum Islam: Pengantar llmu Hukum di Indonesia, ( Jakarta : Balai

Pustaka, 2002 )

Arip Semboda, Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Pencabulan Terhadap
Anak Menurut UU No.23 Tahun 2002 dan Hukum Islam, QIYAS, Vol. 1
No. 1, 2016

Chazawi Adami, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2005)

Darsi, husairi Halil, Ta zir dalam Perspektif Figh Jinayat, AL-QISTHU Jurnal
Kajian Imu-Ilmu Hukum, Vol. 16, No.2, 2019

Departemen Agama, Mushaf Al- Qur’an dan Terjemahnya®, (Depok: Gema
Insani, 2002),

Djazuli Ahmad, Figh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam
(Jakarta: Bulan Bintang, 1996)

Efendi Sumardi, Penanggulangan Kejahatan Pedophilia Ditinjau Menurut
Hukum Positif dan Fikh Jinayah, BIDAYAH, Vol.6 No. 1, Juni 2019

Efendi Tholib, Praktik Peradilan Pidana ( Malang: Setara Press, 2016 )
Hanafi Ahmad, Azas-Azas Hukum Pidana Islam ( Jakarta: PT. Bulan Bintang,
1967)

Haq Islamul, Figh Jinayah (Sulawesi Selatan : IAIN Pare Pare Nusantara Press,
2020)

69



70

Hikmah Siti, Mengantisipasi Kejahatan Seksual Terhadap Anak melalui
Pembelajaran, SAWWA Vol. 12, Nomor 2,April 2017
Lamintang P.A.F, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Citra

Aditya, 1997)

Mardani, Hukum Pidana Islam ( Jakarta : Prenada Media Grup, 2019 )

Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia, (Jakarta Timur: Kencana,
2018)

Mahmud Marzuki Peter, Penelitian Hukum ( Jakarta : Kencana Prenada Grub,
2009)

Marsaid, Al-Figh Al Jinayah ( Palembang : Rafah Press, 2020 )

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008 )

Muhammad Rusli, Hukum Acara Pidana Islam, ( Surabaya: Pustaka Idea, 2015)

Mustafa Zainal, Mengurai Variabel Hingga Instrumen, ( Yogyakarta : Grafika
Ilmu, 2009)

Nur Hari Susanto Sri, Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi,
Administrative Law & Governance Jurnal, Vol. 2 Issues 1, Maret 2019

Noor Juliansyah, Metodologi Penelitian (Jakarta: Kencana, 2017)

Nurul Irfan M., Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Amzah, 2006)

Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 144/Pid.Sus/2019/PN Kds
Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus, (Jakarta: Kencana, 2017)

Sahid, Epistimologi Hukum Pidana Islam, ( Surabaya: Pustaka Idea, 2015 )

Setiawan Eko, Kejahatan Pedhofilia dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam,
Jurnal Hukum Islam, Vol. 14 No. 2, Desember 2016

Sugono Bambang, Metode Penelitian Hukum ( Jakarta : Raja Grafindo Persada,
2014)

Soesilo R., Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya,
(Bogor: POLITEIA,1991)

Syafei Rachmat, Hukum Islam Sebagai Dasar Hukum Universal Dalam Sistem
pemerintahan Modern, MIMBAR, No. 4, 2000

UU Nomor 17 Tahun 2016



71

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014

Wahyu Dilhajj Ahmad, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan
Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencabulan Oleh Tenaga Pendidik Studi
Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 17/Pid.Sus/2016/PN
Bjm ( Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

Wahyuni Dewi, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana
Pencabulan Dengan Kekerasan Dan Tipu Muslihat Studi Putusan
Pengadilan Negeri Gresik Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Gsk (Skripsi UIN
Sunan Ampel Surabaya, 2018)

Warjiyati Sri, Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur,
AL-JINAYAH JURNAL HUKUM PIDANA ISLAM,Vol. 4, Nomor 1, Juni
2018

Zad Mestika, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia,
2004)





